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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah
Kecamatan Candung Kabupaten Agam”. Program Studi S1 Akuntansi Syariah,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil
Djambek Bukittinggi.

Permasalahan yang sering ditemui sebagai permasalahan yang terjadi pada
pemerintah desa yakni penyalahgunaan kekuasan, sehingga harus adanya prinsip dana
desa yang diberikan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor
yang sangat penting. Pemerintah Nagari Bukik Batabuah selaku pemerintah desa yang
menjalankan pembangunan di Nagari Bukik Batabuah belum sepenuhnya menjalankan
Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan
Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilaksanakan di
Pemerintah Nagari Bukik Batabuah.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Nagari Bukik Batabuah. Data yang diperoleh
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer melalui proses wawancara dengan
Perangkat Pemerintah Nagari Bukik Batabuah dan data sekunder berupa dokumen
laporan keuangan, dan Rancangan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Nagari Bukik
Batabuah. Teknik pengumpulam data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Transparansi pengelolaan keuangan Nagari
Bukik Batabuah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah
Nagari Bukik Batabuah  belum sepenuhnya transparansi dalam  hal
pertanggungjawaban Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat. Pemerintah
Nagari Bukik Batabuah telah akuntabilitas dalam hal perencanaan kegiatan sampai
dengan pertanggungjawaban kegiatan. Namun hanya saja informasi yang disajikan
tidak lengkap dalam baliho yang dipasang serta dalam persepektif Akuntansi Syariah,
Pemerintah Nagari bukik batabuah telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai
dengan prinsip akuntansi Syariah.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah desa, Pengelolaan
keuangan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asul usul yang diakui dan di hormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Desa sebagai unit
pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam
pelaksanaan tugas di bidang pelayanan public. Desa secara administratif adalah bentuk
pemerintahan terkecil yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan untuk
kemajuan suatu negara. Pemerintah desa berperan penting dalam mendukung
pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya termasuk pembangunan, melalui

keberadaan dana desa. 2

Dalam mengatasi permasalahan serta melaksanakan program desa pemerintah
pusat mengalokasikan anggaran ke desa dalam bentuk Dana Desa. Dana Desa adalah

dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan

! ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014°, 18-April-2.1 (2016), 45-54
<https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

2 Poltak T. Parhusip and Emia Br Karo, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana DesaDi Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo’, Jurnal Riset
Akuntansi & Keuangan, 9.2 (2023), 319-34 <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2986>.



pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Dana Desa
merupakan dana bantuan langsung yang di kirimkan pemerintah desa yang digunakan
untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa
yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan

administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Dalam sejarah peraturan tentang desa telah dimulai sejak tahun 1948, yang
momentumnya pada era reformasi dan puncaknya pada tahun 2014 dengan tujuan
untuk mencari bentuk serta format ideal yang bisa menempatkan posisi desa suatu
daerah yang memiliki sifat istimewa, heterogen, kejelasan status dan kepastian hukum
dalam sistem Kketatanegaraan Republik Indonesia. Regulasi atas Pengelolaan
Pengelolaan Desa dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang
Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa
Praja, dll. Regulasi tentang pengelolaan desa mengalami banyak perubahan guna untuk
menyempurnakan regulasi sebelumnya. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa.
Besaran Anggaran Dana Desa pertama kali di tetapkan dalam Dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1945 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah tahun pertama Anggaran

Pendapatan dan Belanja harus disahkan lebih dahulu oleh Presiden bagi Provinsi dan



bagi daerah olen Dewan Pemerintah Daerah setingkat lebih atas. Dana desa yang
diterima oleh desa digunakan dan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara pasal
11 dana setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa
di setiap kabupaten/ kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa
setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang
bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/ kota, luas wilayah kabupaten/kota,
angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota
dalam provinsi yang bersangkutan. Perhitungan besaran nya 30% untuk jumlah
penduduk kabupate/ kota, 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota dan 50% untuk
angka kemiskinan kabupaten/kota. * Dana desa dikucurkan pemerintah pertama kali
pada tahun 2015, melalui transfer langsung ke rekening pemerintah daerah. Dan sejak
tahun 2020, dana desa tidak lagi ditransfer melalui rekening pemerintah daerah namun

langsung ke rekening kas desa. *

3 ‘Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN’,
Pemerintah RI, 2016, pp. 1-12.

4 ‘Pemanfaatan Dana Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia’, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa <https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/73_pemanfaatan-
dana-desa-dan-kesejahteraan-masyarakat-indonesia#:~:text=Dana Desa  dikucurkan  pemerintah
pertama,rekening kas desa (RKD).>.



Pada perkembangannya, formulasi pengalokasian Dana Desa mengalami
perubahan. Dimana sebelumnya Alokasi Dasar sangat mendominasi pada 2015-2017.
Kemudian hingga tahun 2020 proporsi alokasi dasar menurun dari 90% (2015) menjadi
69% (2020). Dana desa dialokasikan ke seluruh desa di 434 kabupaten/ kota seluruh
Indonesia. Jumlah desa yang memperoleh dana desa mengalami perubahan setiap
tahunnya. Dana desa dialokasikan untuk 74.958 desa tahun 2018, 74.953 desa tahun
2019, 74.954 desa tahun 2020, 74.960 desa untuk tahun 2022, dan 74.957 desa untuk

tahun 2023.

Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Desa di Indonesia
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Sumber:https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-

meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023

Dana desa yang diperoleh oleh setiap masing-masing desa diperuntukkan untuk

pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan


https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023
https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/anggaran-dana-desa-meningkat-jadi-rp70-triliun-pada-2023

desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan
masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan desa. Pembangunan di Indonesia selain masih memiliki kesenjangan
antara desa dan kota, juga menimbulkan permasalahan pembangunan di desa itu
sendiri. Adapun beberapa masalah diantaranya: 1) Tingkat kesenjangan masyarakat
desa masih terpuruk, 2) Pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang harus disesuaikan,
3) Pengembangan potensi desa yang kurang maksimal.®> Permasalahan yang sering
dijumpai dalam mengatur serta mengelola dana desa pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, hingga pelaporan masih belum dipahami masyarakat. Hal tersebut
menjadi perhatian bagi pemerintah desa agar dalam permasalahan tersebut dapat

dipahami masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan
yang baik (good governance) dimana salah satunya transparansi dan akuntabilitas,
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung

jawaban yang benar- benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

5 Kismartini Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang’, Akuntansi,
3, 2020.



selaku pemberi amanah dan kepada pemerintah.® Kepala desa dan aparat desa lainnya

harus transparan dan bertanggungjawab dalam mengelola tata pemerintahannya.

Pada prinsipnya Dana Desa yang diberikan menganut prinsip transpransi,
akuntabel dan partisipasi masyarakat maupun efisensi menjadi faktor yang sangat
penting. Penggunaan Dana Desa terdengar sensitif dan rawan dikarenakan banyak
terjadi penyelewengan dana oleh oknum yang seharusnya dapat dipercaya oleh
masyarakat selaku pemberi amanah dalam membangun desa menjadi lebih maju dan
berkembang. Peran masyarakat sangat penting untuk mengontrol jalannya
pembangunan di desa. Dana Desa digunakan guna pemberdayaan masyarakat desa
untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi
perbaikan sarana public dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan pemukiman, dan
penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.
Sedangkan penggunaan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa guna
menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional badan permusyawaratan

desa (BPD). ’

Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan oleh pemerintah desa

dalam tata pemerintahannya, dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang

6 “Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’,
Physical Review B, 2018, 1-13 <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH
2018+Lampiran.pdf>.

7 Christian V. Datu Arifin Muksin, Treesje Runtu, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten
Halmahera Selatan’, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 6.2
(2023), 1281-96.



untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi
tentang kebijakan, proses perencanaan, pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai
dan semua akhir kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengantisipasi kecurangan pada saat
proses pengelolaan Dana Desa, maka semua lapisan mulai dari aparat desa yang
berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar transparansi dan
akuntabilitas serta masyarakat yang mampu melibatkan diri dalam menjalankan segala
sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep
dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas majerial pada tiap
lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap
bagian. Kepala desa dan jajarannya bertanggung jawab untuk setiap kegiatan yang
dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang
terkendali (controllable activities) dan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable
activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat
dikendali oleh seseorang atau pihak. Kegiatan tersebut benar-benar direncanakan,

dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. 8

Secara tekstual term akuntabilitas dan transparansi tidak terdapat, namun secara
konstektual ayat tersebut mengandung nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Dalam

surah Al-Bagarah/2: 282-284 memerintahkan para muslim untuk membuat kontrak

8 Arifin Muksin, Treesje Runtu.



secara tertulis dengan tujuan untuk keadilan dan akuntabilitas.® Dalam banyak literatur,
akuntansi dalam Al-Quran menitik beratkan pada surah Al-Bagarah ayat 282. Ayat
tersebut merupakan dasar perintah yang termaktub dalam Al-Quran pelaksanaan

akuntansi secara sederhana.°

Dalam perspektif islam transparansi dan akuntabilitas adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban manusia tidak hanya kepada manusia tetapi juga terhadap Allah
SWT sehingga menempatkan Syariah dan akhlak sebagai tolak ukur baik dan buruk,
benar dan salah aktivitas usaha manusia. Dalam akuntansi Syariah transparansi dan
akuntabilitas dijadikan sebagai pertanggungjawaban, tidak hanya informasi yang
disajikan untuk pengguna laporan, lebih luas berupa data finansial tetapi juga
mencakup aktivitas perusahaan atau Lembaga yang berjalan sesuai dengan syari’ah

serta memiiki tujuan sosial yang tidak dapat dihindarkan dalam islam.

Kondisi yang sering ditemui sebagai permasalahan yang terjadi pada
pemerintah desa yakni penyalahgunaan kekuasaan. Banyaknya Pejabat pemerintah
seringkali mengkhianati kepercayaan public dengan kinerjanya yang buruk atau tidak
memuaskan Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sector dengan

jumlah kasus korupsi terbanyak per tahun 2023 adalah sector desa. Menurut laporan

® Aforisma Mulauddin Ateng Hendang Waluya, ‘Akuntansi : Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam
Q.S Al Bagarah (2): 282-284’, Hukum Ekonomi Syariah, 12.2 (2020), 16-24.

10 Subaidi, ‘Penafsiran Surat Al-Bagarah Ayat 282 Dan Tafsir Al-MIshbah Karya M. Quraish Shihab’,
2022, pp. 3-5.

11 Abd. Hafidh Ali Firda Yusi Rahmatilla, Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan
Perspektif Akuntansi Syari’ah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo’,
Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis, 02.02 (2024), 41-56.



Indonesia Corruption Watch, sepanjang tahun 2023 indonesia mencatat 791 kasus
korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Total kerugian negara akibat
korupsi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp. 28,4 triliun. ICW menggaris bawahi
bahwa situasi ini kemungkinan besar hanyalah permukaan dari masalah yang lebih
besar, yang mengindikasikan bahwa masih banyak kasus korupsi sektor desa yang
belum terdeteksi oleh aparat hukum. ?Krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah daerah diyakini akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan efisiensi
instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mewujudkan good
governance, pemerintah harus mewujudkan apa yang dimaksud dengan good

governance tersebut. 1

Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia berdasarkan sector tahun 2023

Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor
(2023)

Desa 187
Pemerintahan 108
Utilitas 103
Perbankan 65
Pendidikan 59
Kesehatan a4
Sumber Daya Alam 39
Agraria 29
Sosial Kemasyarakatan 28
Kepemiluan 17
Kepemudaan & Olahraga 14
Transportasi 14
Kebencanaan 14
Lainnya 70

Kasus

G&ﬁ,r;\,

Sumber: Indonesia Corruption Watch

Lhttps:/ftipidkorpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada2023/
13 Nurul Maghfirah, Karlina Ghazalah Rahman, and Andi Marlinah, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi
Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan’, Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 1.1 (2021), 52-64 <https://e-
jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver>.



Objek penelitian ini adalah Nagari Bukik Batabuah yang terletak di Kecamatan
Candung, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nagari Bukik Batabuah terus
meningkatkan potensinya dengan berusaha mengikuti regulasi demi tercapainya sistem
pemerintahan yang baik. Adapun Pendapatan transfer yang diterima pada tahun 2024
sebesar Rp. 2.025.453.477,00, Tentunya dengan dana tersebut Pemerintah Nagari harus
mampu mempertanggungjawabkan penggunaannya sebagai alat control, menghindari
penyalahgunaan dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja sebagai

perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Nagari Bukik Batabuah
terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas pada proses perencanaan, pemerintah
nagari Bukik Batabuah setiap tahun melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan
Desa atau Musrenbang dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun
program Kkerja untuk tahun berikutnya. Musrenbang dihadiri oleh Perangkat Nagari,
Ketua Bamus beserta jajaran, Lembaga Nagari, Perwakilan dari Camat Canduang, serta
seluruh Wali Jorong se Nagari Bukik Batabuah serta unsur-unsur masyarakat yang
sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, namun tidak disosialisasikan kepada

masyarakat luas.

Dalam proses pelaksanaan Pemerintah Nagari Bukik Batabuah melaksanakan
penerimaan maupun pengeluaran Nagari melalui rekening kas nagari. Selanjutnya
proses penatausahaan Nagari Bukik Batabuah dilakukan oleh Kaur Keuangan.

Penatausahaan dilakukan pada aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dalam
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proses pelaporan serta pertanggungjawaban Nagari Bukik Batabuah membuat laporan
realisasi pelaksanaan APB Nagari yang dilaporkan kepada camat setiap bulan dan
setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya pada proses transparansinya pemerintah
Nagari Bukik Batabuah memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan

APB Nagari melalui baliho yang terpasang didepan kantor.

Permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yaitu pada prinsip
transparansi belum sepenuhnya terlaksana. Dikarenakan dalam informasi mengenai
kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum
terlaksana dan yang sudah terlaksana serta tidak dicantumkan alamat pengaduan.
Informasi mengenai keuangan desa tidak dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat. Penginformasian mengenai laporan pertanggungjawaban, tidak ada nya
komunikasi dua arah antara pemerintah nagari dengan masyarakat seperti website atau

grup WhatsApp yang digunakan untuk informasi lebih lanjut dengan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan penulis Poltak
T. Parhusip, dkk 2023 dengan judul analisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah
desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desatahun 2018-2020 Di Kecamatan Lau
Baleng Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
(Permendagri) No. 113 tahun 2014. Pada penelitian ini hanya membandingkan
penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Desa Lau Baleng dan Desa Lingga Muda dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Teknik analisis data

11



deskriptif/komperatif. Bedanya dengan penelitian ini yaitu terletak pada Peraturan
Pemerintah Dalam Negeri yang digunakan penelitian ini menggunakan Peraturan
Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 sebagai indikator

kesesuaian Transparansi dan Akuntabilitas serta tempat dan lokasi penelitian.

Berdasarkan fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih
mendalam mengenai Pengalokasian Dana Desa di Nagari Bukik Batabuah dengan
judul penelitian yaitu “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung

Kabupaten Agam”
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat diindikasikan
permasalahan yang ada yaitu Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah

Kecamatan Candung belum sepenuhnya transparan dan akuntabilitas
C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada hanya satu desa/ Nagari yaitu Nagari Bukik
Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten Agam dan hanya meneliti pada transparansi

dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dari

penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten
Agam Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun
20187

2. Bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten
Agam dalam perspektif Akuntansi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung Kabupaten
Agam berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun
2018

2. Untuk menganalisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas
Pengalokasian Dana Desa di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung

Kabupaten Agam berdasarkan Persepektif Akuntansi Syariah
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F. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penelitian Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai
pandangan atau bahan pertimbangan kepada calon peneliti lain yang akan
melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas
2. Bagi pemerintah desa
Penelitian ini sebagai gambaran kondisi pertanggungjawaban
pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa khususnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung
Kabupaten Agam
3. Bagi masyarakat desa
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi
masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

G. Penjelasan Judul

Transparansi : Kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah
pengaturan bersifat bebas, jelas dan terbuka tranparansi berasal dari kata transparan
yang memiliki arti: tembus cahaya, tembus pandang, bening (bila penggunaanya pada
objek seperti kaca) yang penggunaanya sering terhadap suatu benda/ objek yang

berbentuk tipis atau tampak bening pada penglihatan.*

14 Fandi Alfiansyah Siregar, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Studi Pelayanan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan’,
Jurnal Publik, 11 (2017).
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Akuntabilitas : Suatu bentuk keharusan sesorang (pimpinann /pejabat/
pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. *

Pemerintah Desa : Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan
bahwa Pemerintah desa adalah penyelenggaraan yang mengurus pemerintahan oleh
Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengurus dan mengatur
sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui

desa dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. ¢

Pengelolaan Keuangan Desa : Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 20 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa
merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. *’

15 Achmad dan Misnaini, ‘AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA DUWET PANARUKAN SITUBONDO’, Al-Idarah, 2.2 (2021), 45-58.

16 Riyan Andni and others, ‘Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan
Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)’, Jurnal Ekonomi
Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital, 2.1 (2023), 13-24
<https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>.

7 Faizatul Karimah, Chorul Saleh, and Ike Wanusmawatie, ‘Pengelolaan Alokasi Dana DesaDalam
Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan)’, Jurnal Administrasi Publik, 2.4 (2016), 597—602.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Good governance adalah tata Kelola pemerintahan yang baik. Dalam
mewujudkan konsep good governance maka diperlukan sinergi antara tiga
faktor utama yaitu pemerintah, privat sector, dan civil society. Ketiga actor ini
mempunyai peran dalam mengelola sumber daya, lingkungan social, ekonomi
dan budaya.®® Good governance adalah suatu sikap yang kekuasaan pemerintah
dipegang oleh masyarakat dengan tetap berada dibawah pengawasan dan diatur
oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaannya, pola kerja pemerintahan harus
berjalan secara efektif dan efisiensi, transparansi, responsive dan adanya

partisipasi dari masyarakat. *°
b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good
governance), semua Lembaga dari tingkat pusat hingga desa dengan berbagai

keterbatasan yang ada perlu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

18 Ipan Nurhidayat, ‘Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia’, Journal E-Gov Wiyata : Education
and Goverment, 1.1 (2023), 40-52 <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-govHalaman40>.
19 Hasriani, ‘Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan
Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar’, Jurnal of Social Sciences and Politics, 10.2 (2024),
186-98 <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>.
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Dengan dana desa, pemerintah desa dalam sorotan, yang mendorong untuk
menerapkan good governance sebagai pelayan masyarakat. Menurut
Saparniene dan Valukonyte, indikator dalam implementasi tata pemerintahan

yang baik di pemerintahan diantaranya:

1) Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan
pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta Tata Kelola
pemerintahan. Prinsip transparansi menerbitkan efek positif terhadap
masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi
yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan

tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat. %

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah
prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah.?* Menurut Masdiasmo (2014:30) transparansi berarti keterbukaan
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas
pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan

informasi.

20 Adam Nurfaizi Rosyan, Amni Zarkasyi Rahman.
21 ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014,
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Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus
dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Standar
akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban permerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada peraturan perundangan-undangan.?

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi berarti semua
informasi keuangan dapat tersedia dan terbuka tentang tanggungjawab
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip transparansi
menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses di setiap
tahapan dan memastikan semua pihak mengakses informasi terkait
pengelolaan dan pengalokasian dana desa. Oleh karena itu, pemerintah
desa harus aktif dan mengizinkan masyarakat untuk mengakses dan

mencari informasi terkait pengelolaan dan pengalokasian dana desa. %

22 parhusip and Karo.

23 Muliati Fitri and others, ‘Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli
Serdang)’, JRAM  (Jurnal Riset Akuntansi  Multiparadigma), 9.1  (2022), 43-52
<https://doi.org/10.30743/akutansi.v9i1.5341>.
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Indikator Transparansi

Indikator merupakan suatu tujuan atau sebuah pemberi petunjuk untuk
menemukan kesimpulan pada sebuah kejadian ataupun kegiatan ke dalam
objek yang diteliti. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang

pengelolaan keuangan desa Indikator Transparansi antara lain:

a. Kepala desa memyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada
masyarakat melalui media informasi

b. Laporan Realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

c. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun

anggaran.?*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada
bagian ketiga membahas tentang sistem informasi pembangunan desa dan
pembangunan Kawasan perdesaan. Pada pasal 86 ayat (1) desa berhak
mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang
dikembangkan oleh pemerintan daerah kabupaten/ kota. Ayat (2)
pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem

informasi desa dan pembangunan Kawasan perdesaan. Ayat (3) sistem

24 ‘Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’.
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informasi dea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas

perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.

Dengan sistem informasi desa ini diharapkan pemerintah desa dapat
mewujudkan transparansi informasi ke berbagai pihak. Sehingga
masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa
dan ikut serta dalam mengetahui dan mengawasi kebijakan pemerintah
desa.? Sistem informasi desa juga menjadi saranan untuk meningkatkan
peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, sesuai dengan yang
diamanatkan pada Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi public dan peraturan pemerintahan nomor 61 tahun
2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi public.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa pasal 10 menjelaskan bahwa
masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari
pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan ~ pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan

pemberdayaan masyarakat. Untuk memenuhi hak masyarakat tersebut

25 Bukhari Yasin, ‘Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten
Bojonegoro’, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 4.2 (2022), 41-48.
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kepala desa wajib memberikan atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat desa. Informasi
penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi dapat
berupa papan pengumuman, radio komunikasi atau media informasi

lainnya.?
2) Akuntabilitas

Akuntabilitas public adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggung
jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Menurut
Nordiawan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodic. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang atau
pimpinan Lembaga kepada public atau masyarakat selaku pemberi amanah
dan menggambarkan proses pengaanggaran dan pelaporan, mulai dari

perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa harus

% ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016°.
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benar-benar dilaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang

berkepentingan atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 2 Pasal 1 Ayat 1 yakni
dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh Kkarena itu,
akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu asas yang sangat penting

dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas public terbagi dua yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusar
kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu
adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya
pemberian keleluasaan (diskresi) dan adanya pemberian kewenangan.
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi

sector public. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan Lembaga-
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Lembaga sector public untuk lebih  menekankan pada

pertanggungjawaban horizontal.?’

Dalam kedua jenis akuntabilitas public ini, tujuannya adalah untuk
memastikan bahwa pemerintah dan Lembaga public bertanggungjawab
dan dapat dipertanggungjawabkan atas Tindakan dan keputusan mereka,
serta meningkatkan transparansi dan partisipasi public dalam proses
pengambilan keputusan. Akuntabilitas public terbagi juga secara hierarkis,
dalam model ini menekankan pada control hierarkis dalam organisasi
public, dimana pimpinan atau atasan bertanggung jawab atas Tindakan
bawahannya. Model ini mengasumsikan bahwa bawahannya akan
melaksanakan tugas mereka dengan baik dan akuntabel, karena mereka
takut akan sanksi atau hukuman dari atasan mereka jika mereka tidak

memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.?

Indikator Akuntabilitas

Indikator merupakan suatu rujukan atau pemberi petunjuk untuk
menemukan kesimpulan pada sebuah kejadian ataupun kegiatan ke dalam
objek yang diteliti. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang

pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa indikator akuntabilitas mulai

2" Dina Rastuti, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(Add) Di Desa Rantau
Jaya Udik Ii Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur’, Skripsi, 2024.

2 Dedeng Yusuf Maolani, ‘Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good
Governance Di Indonesia’, Jurnal IImu Sosial, 21.2 (2023), 3 <http://jurnaldialektika.com/>.
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dari tahap perencanaa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian
ini yakni :
a. Tahap Perencanaan
1. Sekretaris desa mengoodinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan
APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Walikota setiap
tahun
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa kepada Kepala desa
3. Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD
4. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan
Oktober tahun berjalan
b. Tahap Pelaksanaan
1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan
dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa

pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota
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2. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesuai tugasnya Menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah
peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang
penjabaran APB desa ditetapkan.

3. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15
hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA

4. Kaur keuangan Menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah
disetujui kepala desa RAK desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
48 memuat arus kas masuk dan kas keluar yang digunakan mengatur
penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa.

5. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada
kepala desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Tahap Penatausahaan
1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai
pelaksana fungsi kebendaharaan
2. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan
3. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang
terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku

pembantu panjar
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4.

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur
keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya

d. Tahap pelaporan

1.

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester
pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat

Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan
realisasi kegiatan

Kepala desa Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh

laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan

e. Tahap Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat 3
bulan setelah akhir tahun anggaran

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri
dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan daftar program
sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan

dengan peraturan desa %

2 ‘Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’.
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2. Desa

a. Defenisi Desa

Menurut widjaja (2003:3) menyatakan bahwa desa adalah kesatuan
masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang
istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah
keanekragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat. *°

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 menjelaskan bahwa
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 3 Dalam
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang desa yang telah
mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada
masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya
kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kota atau kabupaten untuk

memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk

% Cindy Azni Utami, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di
Kampung Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak’, Skripsi, 11.1 (2019), 1-14.
81 ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014°, 18-April-2.1 (2016), 45-54
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transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa adalah

keuangan desa.

1) Hak dan Kewajiban Desa
Desa memiliki hak :
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-
usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa

c. Mendapatkan sumber pendapatan
Sedangkan desa memiliki kewajiban:

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan
masyarakat desa dalam rangka kerukunaan nasional dan keutuhan
negara kesatuan republic Indonesia

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa®

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul,

32 Sugiman, ‘Pemerintahan Desa’, Binamulia Hukum, 7.1 (2018), 82-95.
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kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten /
kota. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal — usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa

a. Defenisi Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain
perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pemerintahan desa merupakan Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang
memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi
mewujudkan pembangunan pemerintah. Pemerintahan desa adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan
permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan
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dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI suatu Lembaga yang disebut

Lembaga Kemasyarakatan Desa. *

b. Peranan Pemerintah Desa

1)

2)

Pengelolaan Keuangan

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan
desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangggungjawaban
keuangan. Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun
2014 tentang pengelolaan keuangan desa mengenai pelaporan keuangan
desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester
pertama dan laporan semester akhir tahun. 3+

Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan
partisipasi masyarakat adalah pembangunan desa sebagai penghubung

desa.

33 Christian V. Datu Arifin Muksin, Treesje Runtu, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
Dalam Pengelolaan Alokasi Dana DesaPada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten
Halmahera Selatan’, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 6.2
(2023), 1281-96.

3 ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2013’
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3) Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat
dalam memnciptakan ketertiban dan keamaanan masyarakat.
Pemerintah desa menggerakkab partisipasi masyarakat dengan cara
melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program
4. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 71 menjelaskan bahwa
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa yang dimaksud menimbulkan

pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.®

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan keuangan desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. '

Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana dari Pemerintah dan hasil dari BUMdesa yang semua nya

tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

% Ira Sandika and others, ‘Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia’, Terang : Jurnal Kajian Ilmu
Sosial, Politik Dan Hukum, 1.1 (2024), 212-23 <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.89>.

% ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014’

37 ‘Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan
bahwa pengelolaan kekayaan Milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi,
efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan
milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan
milik desa dibahas oleh kepala desa bersama badan Permusyawaratan desa
berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam

peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang
pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan desa
adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
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Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
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1) Perencanaan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, ada upaya
yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Proses penyusunan
perencanaan pembangunan desa ini dilakukan secara partisipatif, yang
artinya melibatkan berbagai unsur masyarakat, yang terdiri dari atas
ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi
kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, lembaga swadaya
masyarakat dan lain-lain.

Perencanaan pembangunan desa terdiri atas:
a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk
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b)

periode lima tahun. Dokumen ini mencakup berbagai aspek
penting dalam pembangunan desa, termasuk arah kebijakan
pembangunan desa, kebijakan umum, serta program-program
yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) adalah dokumen
perencanaan yang disusun untuk periode satu tahun. RKPDes
merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Desa
yang telah ada sebelumnya, yang meliputi berbagai aspek
penting dalam pembangunan desa. Pertama, dokumen ini
memuat rancangan kerangka ekonomi desa yang
menggambarkan gambaran umum tentang kondisi ekonomi
desa serta langkah-langkah yang akan diambil untuk
meningkatkan pembangunan ekonomi di tingkat desa.
Rancangan ini juga mempertimbangkan kerangka pendanaan
yang dimutakhirkan, yaitu sumber daya keuangan yang tersedia
untuk mendukung program-program pembangunan desa.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya.

Kepala desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJMDes dan
RKPDes. Setelah kepala desa membuat rancangan pembangunan desa,
rancangan ini dibawa dalam forum musyawarah perencanaan 29

pembangunan desa (Musrenbangdes). Dalam forum inilah rencana
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pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana
Pembangunan Desa. Dalam Permendes nomor 16 tahun 2019 pada pasal
10 ayat 1 menyebutkan bahwa peserta atau pelaku musyawarah desa
yang terdiri atas :
1. Pemerintah desa
2. BPDdan
3. Unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani,
perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin,
perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok
pemerhati dan perlindungan anak anak dan perwakilan
kelompok masyarakat miskin.
2) Pelaksanaan
Tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan.
Pelaksanaan ~ kegiatan dan  penggunaan  anggaran  harus
dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan asas akuntabel kepala
desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegaitan
secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah
diatasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3) Penatausahaan
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan

yang dilakukan oleh kaur keuangan desa berupa pencatatan penerimaan
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dan pengeluaran. Kaur Keuangan melakukan pencatatan secara
sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang
terjadi. Penatusahaan desa yang dilakukan degan cara sederhana yaitu
berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.
Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Kaur
Keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu
pajak dan buku bank.

Kaur keuangan desa melakukan pencatatan atas selruh
penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang bersifat tunai.
Sedangkan transaksi penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak
dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara.
Khusus untuk pendapatan dan pembiyaan, terdapat buku pembantu
berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan
kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. sekretaris desa
menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka rancangan
peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat
ditetapkan menjadi peraturan desa.

Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat satu bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa
tentang keteragan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan
kepada Bupati/Camat. Waktu penyampaian paling lambat tujuh hari

kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 pasal 2

menjelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan Asas Transparan,

Akuntabel, Partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1)

2)

Transparan

Transparansi dapat diawali dengan adanya standarisasi. Tidak harus
berupa aplikasi tapi setidaknya masyarakat tahu apa saja yang
seharusnya dilakukan terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi
memiiliki ketentuan baik dari peraturan kementerian desa ataupun dari
pihak yang memiliki kewenangan. Transparansi keuangan desa dengan
pertimbangan sederhana karena pengelolaan keuangan desa dapat
membangun kepercayaan masyarakat kepada Lembaga.

Partisipasi

Keterlibatan masyarakat untuk memenuhi aspek transparansi dan
akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting. Keterbukaan keuangan
desa menjadi hal yang urgen untuk mendorong masyarakat lebih aktif
bersama mengelola dana desa. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam

mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Tujuannya agar
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pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan
kebutuhan dari msyarakat. Partisipasi masyarakat juga sangat
dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback)
terhadap semua bentuk aplikasi atau implementasi (Implementation)
kebijakan-kebijakan pelayanan public yang diambil.®

3) Akuntabilitas
Akuntabilitas hakikatnya adalah upaya menciptakan sistem pemauatan
control terhadap kinerja kualitas, efisiensi serta transparansi manajemen
keuangan. Pada praktik pengelolaan keuangan desa, dapat dilakukan
lebih  sederhana, misalnya terdapat pelaporan profit pada
BUMDesa/BUMNag, peruntukan dana bantuan dari pemerintah dan
sebagainya. Pada intinya semsestinya didukung adanya sistem atau
standarisasi walaupun taraf sederhana.

4) Tertib dan Disiplin anggaran
APBDEsa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara
pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. APBDesa berisi
belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa
selama satu tahun, dan terdapat informasi sumber biaya pendapatan.

Sumber biaya tersebut diharapkan dapat menutup keperluan belanja

3 Era Sonita, ‘Analisis Tingkat Kepuasan Mayarakat Terhadap Pelayanan Pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Padang Pariaman’, Ekonimika Syariah:Journal of Economis Studies,
1.1 (2017), 67-77.
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atau pembiayaan yang diperlukan bila defisit atau surplus. APBDes
menjadi instrumen yang penting bagi kemajuan desa. APBDes yang
dibuat kurang baik, dan tidak melalui tahapan serta pengelolaan dari
APBDes itu sendiri, membuat APBDes tidak optimal atau menjadi sia-
sia. APBDes juga menjadi cerminan pemerintahan desa yang baik dapat
dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan
keuangan.

5. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer ke rekening desa
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,
pemerintah mengganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap

tahun.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke desa
ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on
top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung
berdasarkan jumlah desa dan dialokassikan dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:
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1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.

3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan
konstruksi. Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota,
bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.
Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan

dengan peraturan bupati/walikota.

6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa
Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa. APB Desa terdiri atas:
a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran
yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan
desa terdiri atas kelompok:
1) Pendapatan Asli Daerah
a) Hasil usaha seperti hasil BUM Desa
b) Hasil asset seperti tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa,

tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset
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2)

3)

c)

d)

lainnya seseuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala desa.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong berupa penerimaan
yang berasal dari sumbangan masyarakat desa

Pendapatan lain seperti hasil pungutan desa

Transfer

Kelompok transfer terdiri atas:

a)
b)

Dana desa

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota

Alokasi dana desa

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

Pendapatan Lain-lain

a)
b)
c)
d)

Penerimaan dari hasil kerja sama desa

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas pada tahun anggaran berjalan

Bunga bank
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f) Pendapatan lain desa yang sah

b. Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan

desa. Belanja desa terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi atas :

a)

b)

Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi
kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang
dibayarkan setiap bulan

Belanja barang/ Jasa

Belanja barang/ Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pegadaan
barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja
barang/jasa digunakan untuk anatara lain: operasional pemerintah
desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa, kegiatan
sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD,
insentif rukun tetangga/rukun wargaberupa bantuan uang untuk
membanyu  pelaksanaan tugas pelayanan  pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta

pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian barang pada
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2)

3)

4)

5)

masyarakat/kelompok masyarakat untuk menunjangg pelaksanaan
kegiatan desa.
c) Belanja Modal
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah asset dan
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja desa dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dibagi
dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan
ruang, Kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup,
perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya
mineral dan pariwisata.
Pembinaan kemasyarakatan desa
Belanja desa dalam bidang Pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dan
bidang kentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,
kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga serta
kelembagaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat desa

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
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yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

Desa terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan

a)

b)

SiLPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan
kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan

kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan

a)

Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan
yang penyediaan danya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu
tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan
desa paling sedikit memuat tetntang penetapan tujuan pembentukan
dana cadangan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran

pelaksanaan dana cadangan
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b) Penyertaan Modal
Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan
pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM desa untuk
meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
Penyertaan modal nerupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa dalam
bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual. Tata cara
penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati/WaliKota yang sedikitnya memuat:
a) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan
b) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal
7. Akuntansi Syariah
a. Pengertian Akuntansi Syariah
Secara sederhana pengertian akuntansi Syariah dapat dijelaskan melalui

akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan Syariah. Definisi dari akuntansi

adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan,

penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan

keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.®

% Riska Yanti, ‘Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali
Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)’, 2024, 4-6.
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Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari
kata Hasaba. Hasiba, Muhasabah, atau wazan yang artinya menimbang,
memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni
menghitung seksama atau teliti yang harus dicata dalam pembukuan tertentu.
Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah suatu
proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk
memungkinkan adanyan penilaian dan keputusan yang jelas serta tegad bagi
pihak yang menggunakan informasi tersebut.*® Sedangkan definisi Syariah
adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh
manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia.

Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-
transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.informasi yang
disajikan oleh akuntansi Syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya
data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai
dengan Syariah.

b. Prinsip Akuntansi Syariah
Prinsip Akuntansi Syariah diambil berdasarkan Q.S Al-Bagarah/2 :282,

Indikator tersebut yaitu sebagai berikut:

40 Murti Novianti, Transparansi Dan Akuntanbilitas Dana Desa Di Desa Wiring Tasi Kabupaten
Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah), Aleph, 2023,
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1) Pertanggungjawaban (Accountability)

Accountability atau biasa disebut pertanggungjawaban merupakan
suatu konsep yang sudah biasa atau tidak asing dalam lingkup masyarakat
muslim. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi
manusia dengan sang Khalik, untuk menjalankan fungsi kekhalifahan
dimuka bumi. Dalam Al-Baqgarah/2:282 dijelaskan mengenai

pertanggungjawaban dalam pencatatan yang berbunyi:
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OU °~'\*-€MUJ;¢JL<3L:G-;UJ ‘;'.j;u/L:bH j”\'é'w‘) };&:U‘/w o o:
Q1 o0 0 ol Rl bl 38,1, ot 0 v

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua 'malah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya,
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
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keraguanmu. (Tulislah mu‘amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan.jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;

Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan perintah untuk
menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah ini ditekankan pada
kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang
terlibat dalam transaksi tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta
adil merata. Al-quran melindungi semua kepentingan masyarakat dengan
menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran.Oleh karena itu, tekanan dari
akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan
pertanggungjawaban. Jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan
Syariah artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkan
akan mengandung nilai nilai syariah yang ujungnya akan bermuara pada

kebenaran dan keadilan.*!

41 Faudya Oktri Anggini, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, 2021.
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2) Prinsip Keadilan

3)

Menurut penasiran al-Quran surah Al-Bagarah/2: 282 terkandung
prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan
sosial dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia.
Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan
energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pada konteks
akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Bagarah,
dilakukan oleh perusahan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai
transaksi adalah sebesar Rp. 265.000.000,00 juta, maka akuntan
(perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan
nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi
yang dengan kata lain tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi
perusahaan.

Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip
keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada
masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat
dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.
Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui,
mengukur, dan melaporkan tansaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka,
pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan

keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Islam sangat
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melarang berbohong atau menipu (tadlis) dalam hidup dan berusaha

karena bisa menzalimi atau merugikan orang lain. Oleh karena kejujuran

sangatlah penting dalam hidup atau berusaha.*? Berdasar pada nash-nash

al-Qur“an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-

prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

akuntansi syariah sebagai berikut:

a) Dilaporkan secara benar, Terperinci dan teliti

b) Cepat dalam pelaporannya

c) Dibuat oleh ahlinya (Akuntan)

d) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan

membutuhkan

B. Pelitian Terdahulu

Nama, Tahun,

Judul Penelitian

Variabel dan
Indikator atau

focus penelitian

Metode/ Analisis

Data

Hasil Penelitian

Nurul Maghfirah,
Karlina Ghazalah
Rahman,Andi

Marlinah  (2023)

Menggambarkan
transparansi  dan
akuntabilitas

pengelolaan

Metode penelitian
kualitatif ~ dengan
pendekatan

deskriptif dan jenis

Penelitian ini
menunjukkan  bahwa
pengelolaan

pelaksanaan

42 Bra Sonita and Helmi Helmi, ‘Integritas Pendidikan Kewirausahaan Dalam Mewujudkan Muslim
Entrepreneurship (Studi Kasus Mahasiswa FEBI TAIN Bukittinggi)’, JUSIE (Jurnal Sosial Dan limu

Ekonomi), 5.01 (2020), 6477 <https://doi.org/10.36665/jusie.v5i01.237>.
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Judul
Akuntabilitas dan
Transparansi

Pemerintah Desa

Alokasi Dana Desa
di desa Pallanggal
Kecamatan Gowa

telah sesuai dengan

data yang
digunakan  yaitu
data primer dan
sekunder

penggunaan  Alokasi

Dana Desa secara garis
sesuai

besar  telah

dengan  permendagri

dalam Permendagri  No. No. 20 Tahun 2018
pengelolaan 20 Tahun 2018 mulai dari tahap
Alokasi Dana penatausahaan,
Desadi Desal pelaporan dan
Pallangga pertanggungjawaban.
Kabupaten Gowa Didukung dengan
partisipasi masyarakat
dalam perencanaan
anggaran Alokasi ana
Desa, meskipun masih
ada sedikit kekurangan
Poltak T.Pashusip, Penelitian ini Metode penelitian| Penerapan akuntabilitas
Emia Br Karo| bertujuan untuk ini  menggunakan| dalam pengelolaan
(2023) judul| mengetahui metode  kualitatif| Alokasi Dana Desa di
Analisis gambaran dengan Desa Lingga Muda
Akuntabilitas dan| akuntabilitas dan | membedakan Kecamatan Lau Baleng,
Transparansi transparansi penerapan Kabupaten Karo sudah
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Pemerintah Desal pengelolaan transparansi  dan| tergolong baik namun
dalam Alokasi Dana Desa| akuntabilitas masih ada beberapa
Pengelolaan tahun 2018-2020 di| pemerintah  desa| indikator yang tidak
Alokasi Dana] Kecamatan Lau dalam pengelolaan| dijalankan sesuai
Desa di| Baleng Kabupaten | Alokasi Dana Desa| dengan indikator
Kecamatan  Lau| Karo terhadap di Desa Lau Baleng| akuntabilitas dan
Baleng Kabupaten| realibilitas dan Desa Linggal penerapan akuntabilitas
Karo berdasarkan Muda dengan| pengelolaan  Alokasi
Permendagri No. | peraturan Dana Desa pemerintah
113 Tahun 2014 pemerintah dalam| desa di Desa Lingga dan
negeri  No. 113 Lau Baleng masih
tahun 2014 kurang transparan
dimana pencatatn kas
masuk dan kas keluar
sudah dilakukan oleh
bendahara belum dapat
diakses dengan mudah

oleh masyarakat desa
Rheza Pertama,| Penelitian ini untuk| Penelitian ini| Pengelolaan dana desa
Ririn mengeskplorasi menggunakan telah dilakukan secara
Demayanti, Titiek | apakah pengelolaan| metode analisis| transparan dan
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Arafiani  Ruray| dana desa di Desal deskriptif dengan| akuntabel baik pada
(2021 judull Maitara  Tengah| menyebarkan 70| proses perencanaan,
Transparansi dan| Kota Tidore| angker kepada pelaksanaan,
akuntabilitas Kepulauan  sudah| masyarakat penatausahaan,
pengelolaan dana dilakukan dengan| minimal 17 tahun | pelaporan maupun
desa: Studi Kasus| transparan dan pertanggungjawaban.
Pada Desa Maitara| akuntabel atau

Tengah Kota tidak

Tidore Kepulauan

Arifin ~ Muksin,| Penelitian ini Metode yang| Hasil  penelitian ini
Tressje Runtu,| bertujuan untuk| digunakan adalah| menunjukkan  bahwa|
Christian V. Datu| mengetahui metode  kualitatif| penerapan Transparansi
(2023) Judul| penerapan dan kuantitatif| dan Akuntabilitas
Transparansi Dan| Transparansi Dan| yang bersifatl Pemerintah Desa dalam
Akuntabilitas Akuntabilitas deskriptif pengelolaan  Alokasi
Pemerintah Desal Pemerintah  Desa Dana Desa  belum
Dalam Pada Desal Transparan dan belum
Pengelolaan Arumamang Dalam sepenuhnya akuntabel.
Alokasi Danal Pengelolaan ADD Hal ini karena

Desa Pada Desa

Arumamang

Mulai Dari Tahap

Penatausahaan,

pemerintah desa tidak

terbuka kepada
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Kecamatan Pelaporan Dan masyarakat desa juga
Kasiruta Barat| Pertanggung laporan

Kabupaten Jawaban pertanggungjawaban
Halmahera ADD tidak disampaikan
Selatan kepada masyarakat desa
Trisna  Febrianti| Penelitian ini| Penelitian ini| Berdasarkan hasil
Afitasari (2023), dilakukan  untukl menggunakan penelitian dapat
skripsi, menganlisis metode studi kasus.| disimpulkam bahwa|
Dengan Judul| transparansi  dan| Pengumpulan data| transparansi dan
Akuntabilitas dan| akuntabilitas penelitian akuntabilitas
Transparansi pengelolaan  danal dilakukan dengan| pengelolaan  Alokasi
Pengelolaan desa  di  desa cara  wawancara Dana Desa di desa
Alokasi Danal Margohayu. secara lisan melalui Margohayu selama ini

Desa (Studi Kasus
di Desa
Margohayu
Kecamatan
Karangawen

Kabupaten

Demak)

tanya jawab yang
berhadapan
langsung  dengan
sejumlah informan.
Teknik analisis
yang  digunakan
dalam penelitian ini

dengan

sudah akuntabel dalam
pengelolaan  Alokasi
Dana Desa mulai dari
tahap perencanaan,
penatausahaan,
pelaporan dan

pertanggungjawaban

55



menggunakan

Teknik triangulasi

Elsi Oktavia
(2022),  skripsi,
Dengan Judul

Akuntabilitas dan
Transparansi

Pengelolaan Dana
Desa di Nagari
Kudu  Gantiang
Kecamatan V|
Koto Timur
Kabupaten

Padang Pariaman

Penelitian ini
dilakukan  untuk
mengetahui

pelaksanaan

pengelolaan  dana
desa di  Nagari
Kudu Gantiang
Kecamatan V Koto
Timur dalam
memenuhi  prinsip

akuntabilitas  dan
transparansi sesuai
dengan

Permendagri  No.

20 Tahun 2018.

Penelitian ini
merupakan
penelitian
kualitatif.  Teknik
pengumpulan data
pada penelitian
pada penelitian ini
adalah  dokumen

dan wawancara

Hasil dari penelitian ini
adalah Pemerintah
Nagari Kudu Gantiang

sudah akuntabel dalam

memenuhi prinsip
akuntabilitas pada
tahapp  perencanaan,
penatausahaan,
pelaporan dan
pertanggungjawaban.
Sedangkan tahap
pelaksanaan belum
sepenuhnya sesuai

dikarenakan kaur dan
kasi pelaksana
melaporkan laporan
akhir realisasi terlambat

dari waktu

yang

ditentukan. Pada prinsip
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transparansi pemerintah

sudah memberikan
informasi terkait
laporan
pertanggungjawaban

penggunaan dana nagari

melalui baliho yang

terpasang di  kantor

nagari.
Dina Rastuti| Penelitian ini| Penelitian ini| Hasil penelitian
(2024),  skripsi,| bertujuan untuk] menggunakan berdasarkan
Dengan Judul| mengetahui metode penelitian| Permendagri 113 Tahun
Transparansi dan| transparansi  dan| deskriptif 2014 menunjukkan
Akuntabilitas akuntabilitas kualitatif. Sumber| bahwa secara garis
Pengelolaan terhadap data yang diperoleh| besar pengelolaan
Alokasi Dana| pengelolaan  danal berupa sumber data] Alokasi Dana Desadi
Desa (ADD) di| desa di desa Rantau| primer dan| Desa Rantau Jaya Udik
Desa Rantau Jayal Jaya  Udik [l sekunder dengan| Il sudah cukup
Udik Il Kecamatan menggunakan transparan dan
Kecamatan Sukadana Teknik akuntabel. Pada setiap
Sukadana pengumpulan data| tahap pengelolaan
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Kabupaten

Lampung Timur

Kabupaten

Lampung Timur

berupa wawancara

dan dokumentasi

Alokasi Dana
Desaantara lain
perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan
dan
pertangungjawabannya
pemerintah desa sudah
berusaha mengajak
masyarakat untuk ikut
berpartisipasi. Namun
ada hal-hal yang belum
maksimal yang belum
terlaksana,
keterlambatan  dalam
pembuatan laporan dan
kesulitan dari
pemerintah desa dalam
pertanggungjawaban

administrasi.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu
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C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Nagari Bukik Batabuah

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.

20 Tahun 2018

Akun

tabilitas

Transparansi

Hasil Penelitian
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BAB 111

METODELOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut crewell kualitatif adalah Kualitatif adalah
sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeskplorasi dan
memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut,
penulis mewawancarai perangkat desa ataupun pihak terkait dengan
mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Penelitian deskriptif
adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek

yang diteliti dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari Bukik Batabuah
dengan menggunakan Permendagri No. 20 tahun 2018, yang kemudian dapat

menarik suatu kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Nagari Bukik Batabuah
Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Waktu penelitian dilaksanakan pada

bulan April 2025.
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C. Jenis dan Sumber data

D.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Primer

dan Sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan
wawancara dan observasi berupa tanya jawab kepada Wali Nagari,
Sekretasris Nagari, Kaur Keuangan, Ketua Bamus dan Pendamping
Desa sebgai pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa
dengan tujuan agar mengetahui transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa Nagari Bukik Batabuah Kecamatan
Canduang, Kabupaten Agam.

Data sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan serta laporan
historis yang telah disusun dalam arsio baik yang dipublikasikan
ataupun tidak. Seperti dokumen data kependudukan, jumlah
penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, APB Nagari dan

laporan realisasi APB Desa.

Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan

mengerti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
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Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Candung. Informan dalam penelitian ini

berjumlah 5 orang yaitu terdiri dari :

No Nama Jabatan Jumlah

1. | Firdaus Wali Nagari 1

2. | Yuserman, SH Sekretaris Nagari 1

3. | Anggia Roza, S.Pd Kaur Keuangan 1

4. | Rafika Maulana Sari Kaur Perencanaan 1

5. | Drs. Helmi, MM Ketua BAMUS 1
Total 5

Table 3. 1 Daftar Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Dokumentasi

Yaitu dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa
kemudian mengumpulkan dan mempelajarinya. Data yang diperlukan
berupa Visi Misi, RKP, Laporan Realisasi APB dan dokumen-dokumen

pendukung lainnya.

2. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung

berupa data (APBDes, RKP, Laporan Realisasi, Visi Misi, Sejarah Desa,
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dan data pendukung lainnya) dengan pihak pemerintah desa seperti
Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Mayarakat dan
perangkat desa lainnya serta masyarakat yang bersangkutan.
3. Observasi
Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap kondisi Nagari
Bukik Batabuah

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif
dan kuantitatif dengan analisis deskriptif, yaitu metode yang membandingkan
antara penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam
pengelolaan Keuangan Desa terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Metode kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan bertujuan untuk
mendeskripsikan secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat
serta hubungan antar fenomena yang diteliti dengan analisis deskripif. Pada
saat wawancara, penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis belum
memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh
data yang dianggap kredibel. Kemudian menarik kesimpulan dan memberikan
saran yang dianggap perlu. Tahap proses analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:
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1. Mempersiapkan Daftar Pertanyaan
Daftar pertanyaan ini bermaksud untuk menanyakan kepada
peserta informan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan Transparansi dan
Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
periode tahun 2024 pada Nagari Bukik Batabuah Kecamatan
Candung Kabupaten Agam?
2. Mengumpulkan Data
Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan transparansi
dan akuntabilitas pemerintah desa dan Pengelolaan Keuangan
Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu catatan-catatan atau
hasil rekaman melalui wawancara dengan informan dan dokumen
yang diberikan oleh pemerintah desa.
3. Kilasifikasikan Data
Setelah mengumpulkan seluruh data, kemudian data-data
tersebut diklasifikasikan sesuai dengan variabel-variabel terkait.
Sehingga dengan cara ini, maka akan memudahkan peneliti untuk
memahami peristiwa dan fenomena yang terjadi, sehingga dapat
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

dipahami peneliti.
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4. Analisis Data
Setelah keseluruhan data terkumpul yang terkait dengan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dan pengelolaan
Keuangan desa dalam hal tahap Perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, maka
kemudian data tersebut akan dianalisis dengan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
5. Kesimpulan
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah
kesimpulan. Setelah keseluruhan data terkumpul dan telah
dianalisis, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan
penjelasan dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit serta fakta-fakta
yang umum terjadi yang menyangkut transparansi dan
akuntabilitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawab sehingga menemukan

kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Asal Usul Nagari

Nagari bukik batabuah yang berasal dari nama bagian wilayah yang
menentukan keberadaan wilayah tersebut, pada awalnya terdiri dari
beberapa Taratak (Kawasan yang didiami oleh beberapa keluarga), taratak
berkembang menjadi dusun, dusun berkembang menjadi jorong, jorong
berkembang menjadi nagari, dengan kata lain beberapa taratak bergabung
menjadi dusun bergabung menjadi jorong dan jorong bergabung menjadi
nagari, sedangkan bagian luar (batas) dari wilayah nagari disebut Kubu,
kubu yang terdapat di nagari bukik batabuah yaitu:

1. Kubu Alam

2. Kubu Tabaka

3. Kubu Bareco

4. Kubu Andaleh

5. Kubu Sarunai

6. Kubu Panjang

7. Kubu Nan Duo

8. Kubu Pudiang

9. Kubu Sanang

10. Kubu Apa
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11. Kubu Lado
12. Kubu Rakik
13. Kubu Baringin
Dalam pandangan adat nagari bukik batabuah yang berasal dari nama
wilayah, wilayah nan sambilan suku disebut bukik dan wilayah nan ampek
suku disebut batabuah, bukik terdiri dari 3 (tiga) jorong yakni Jorong Gobah,
Jorong Batang Silasiah dan Jorong Kubang Duo Koto Panjang dan
Kampuang Koto Baru (Sebagian eilayah jorong batabuah koto baru) dan
batabuah terdiri dari 1 (satu) jorong yakni Jorong Batabuah Koto Barujadi
bukik batabuah yang sekarang terdiri dari 2 Nagari asal menurut adat yakni
Bukik dan Batabuah.
Pada awalnya nenek moyang orang Bukik Batabuah telah menetapkan
suku-suku di Nagari Bukik Batabuah yakni :
1. Suku Pisang
a. Pisang Kandang Laweh
b. Pisang Lurah
2. Suku Koto
a. Koto Padang Langgundi
b. Koto Surau
3. Suku Guci
4. Suku Pili (Suku Guci dan Suku Pili disebut Nan Tujuah Buah

Paruk)
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Suku Sikumbang

a. Sikumbang Nan Sambilan
b. Sikumbang jantan

c. Sikumbang Silubuak

Suku Salayan

Suku Jambak (Suku Sikumbang, Suku Salayan dan Suku Jambak

disebut Nan Tigo Alua)

2. Kondisi Nagari

a. Peta Nagari

Gambar 4. 1 Peta Nagari Bukik Batabuah
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NAGARI BUKIK BATABUAH

LEGENDA

Jalan

= Jalan Kecamatan

Jalan Lingkung

Jalan Nagari
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- Hutan
- Hutan Sekunder
[ Kebun/Ladang
- Kebun Campuran
- Kolam
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- Pemukiman
- Sawah
- Tebu
- sawah

P Dibuat Oleh :
Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, M.S
Fadli Irsyad, S.TP, M.Si

Sumber: profil Nagari Bukik Batabuah
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b. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari

1) Letak Wilayah
Nagari bukik batabuah terletak pada 100°30-100°31° dan 0°25-
00 27 LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Nagari Bata Taba Kec. Ampek Angkek
- Sebelah Timur : Nagari Lasi Kec. Canduang
- Sebelah Selatan : Gunung Merapi
- Sebelah Barat : Nagari Kubang Putiah Kec. Banuhampu
dan Nagari Sungai Pua Kec. Sungai Pua
2) Luas Wilayah
Luas wilayah nagari bukik batabuah adalah 112 Ha/ 11,22 Km?,
dengan rincian sebagai berikut :
Table 4. 1 Luas Wilayah Nagari Bukik Batabuah
No. | Nama Jorong Luas (Ha/Km) Ket
1 2 3 4
1. Batang Silasiah 354 Ha / 3,54 km?
2. Gobah 281 Ha/ 2,81 km?
3. Kubang Duo Koto Panjang 268 Ha / 2,68 km?
4, Batabah Koto Baru 219 Ha/ 2,19 km?
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Jumlah 1122 Ha /11,22 Km?

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

Jorong yang terluas di Nagari Bukik Batabuah adalah jorong
batang silasiah yang berbatasan langsung dengan gunung marapi

dan jorong yang terkecil adalah jorong batabuah koto baru.

3) Kondisi Geografis

Table 4. 2 Kondisi Geografis Nagari Bukik Batabuah

No. Kondisi Uraian Ket

1 2 3 4

1. | Ketinggian tanah dari permukaan laut | 910 Mdpl

2. | Topografi Dataran tinggi
3. Suhu udara rata-rata 285°C
4. | Curah hujan rata-rata per tahun 2000 — 3000 Mm

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah
Kondisi geografis nagari bukik batabuah berada di dataran
tinggi yang memiliki suhu udara yang sejuk.
c. Kondisi Sumber daya manusia/Demografi Nagari
1) Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk nagari bukik batabuah akhir 2023 adalah

9.296 jiwa yang terdiri dari 4 jorong dengan rincian sebagai berikut:
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Table 4. 3 Jumlah Penduduk Nagari Bukik Batabuah

No. Jorong Jumlah

KK Jiwa
1 2 3 4

1. | Batang Silasiah 929 3154
2. | Gobah 724 2339
3. | Kubang Duo Koto Panjang 756 2568
4. | Batabuah Koto Baru 398 1231
Jumlah 2.807 9296

Sumber:Profil Nagari Bukik Batabuah

Jika dilihat dari tingkat pendidikan jumlah penduduk Nagari

Bukik Batabuah yaitu:

Table 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angka Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah
1 2 3
1. Tidak / belum sekolah 1953
2. Belum tamat SD 1164
3. Tamat SD / sederajat 2649
4. Tamat SMP / sederajat 1331
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d. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

5. Tamat SMA / sederajat 1587
6. Tamat D1/ D2 34
1. Tamat D3 125
8. Tamat S1 440
9. Tamat S2 13
Jumlah 9296

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Nagari
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Sumber :Profil Nagari Bukik Batabuah
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Table 4. 5 Perangkat Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

No. Nama Pejabat Jabatan Tempat/ Pddk
Tgl.Lahir
1 2 3 2 5
1. | Firdaus Wali Nagari Batang Silasiah/ SMA
2. | Yuserman Sekretaris Nagari Gobah/ i
08 Oktober 1993
3. | Rafika maulana sari Kepala Urusan Mandiangin /17 Juli S1
Perencanaan 1997
4 | siti Suhaebatul Islamiah | K@i Pelayanan Cianjur / 04 | cua
Umum April-1994
5. | Yulia Triopsi, S.HI Kasi Pemerintah Bukittinggi/ s
02-Juli-1983
6. | Anggia Roza Kaur Keuangan Kubu Apar/ s1
31-08-1993
7| Rafi Yandro Wellisman Kasi Kesejahteraan Pasir/ s1
24-08-1996
8. | Rahmad Azizi, A.Md Kaur Tata Usaha dan | Koto Panjang/ DIl
Umum 07-Desember-1986
9. | Yuliadarman Wali Jorong Gobah/ )
Batabuah Kt Baru 22-06-1998
10. | Rahmad Dedi Wali Jorong Gobah / o1
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Gobah 18-April-1991
11 | Rudini Wali Jorong Batang silasiah/ 15-04- S-1

Batang Silasiah 1991
13. | Rahma Yusef Wali Jorong Kubang Duo/ SLTA

Kb Duo Kt Panjang 15-Maret-1978
14 | Yesi Oktari Staf Nagari Kubu Apar/ 23-20-1995 DIl
15 | Tin Sumarni Staf Bamus Batang Silasiah/ 25-08- S|

1996
Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah
e. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS
Nagari)
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi BAMUS
KETUA
Drs. Helmi. MM
WAKIL KETUA
Candra, S.HI
SEKRETARIS
Depi Eka Putra
. v v v [ v
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Aswandi, Rika Putra Hendra Irma Susanti Saldi Budi Setiawan
S.Pd Yulianto

Sumber: Profil Nagari Bukik Batabuah
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Table 4. 6 Perangkat BAMUS Nagari

No. Nama Pejabat Jabatan Unsur
1 2 3 4
1. | Drs. Helmi. MM Ketua Alim Ulama
2. | Candra, S.HI Wakil Ketua Alim Ulama
3. | Depi Eka Putra Sekretaris Niniak Mamak
4. | Aswandi, S.Pd Anggota Niniak Mamak
5. | Rika Putra Anggota Generasi Muda
6. | Hendra Yulianto Anggota Generasi Muda
7. | Irma Susanti Anggota Wakil Perempuan
8. | Saldi Anggota Cadiak Pandai
9. | Budi Setiawan Anggota Cadiak Pandai

Sumber : Profil Nagari Bukik Batabuah

f.

Visi dan Misi Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

1) Visi Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan nagari bukik
batabuah tidak terlepas dari rumusan bisi dan misi pembangunan nagari
sebagai penyatuan arah dalam menentukan rencana kerja pembangunan
periode 2019-2025, maka visi pembangunan nagari Bukik Batabuah adalah
“Terwujudnya Nagari Bukik Batabuah yang Madani, Maju, Sejahtera

dan berakhlak Mulia”
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1.

a.

b.

Nagari Madani mengandung arti bahwa apa yang direncanakan dan
dilaksanakan untuk kemajuan Nagari berlandaskan falsafah Adat
Basandi Syara’, Syara Basandi Kitabullah
Nagari yang Maju adalah nagari yang mampu menggali dan
memaksimalkan seluruh potensi yang ada baik potensi sumber daya
manusia maupun sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembangunan nagari dapat dilihat dan dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, sedangkan dalam pembangunan mental
melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan memahami adat
istiadat yang berlaku dinagari.
Sejahtera mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan
untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan
beberapa ukuran sebagai berikut:
Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan secara layak
Terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan  dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam nagari secara berdaya duna
dan berhasil guna untuk kemakmuran rakyat dengan tetap
mempertimbangkan nilai-nilai agama dan adat istiadat serta

lingkungan
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C.

Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipasif dalam bentuk
pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan ekonomi
nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata

Berakhlak mulia mengandung arti bahwa apa yang direncanakan dan
dilaksanakan untuk kemajuan nagari sesuai tuntutan dan aturan yang

berlaku.

2) Misi Pemerintah Nagari Bukik Batabuah

Berdasarkan visi nagari bukik batabuah diatas maka misi

pembangunan nagari bukik batabuah tahun 2019-2025 adalah sebagai

berikut :

a) Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

b) Mewujudkan peningkatan kapasitas perangkat nagari dan Lembaga
nagari

¢) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

d) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur sarana dan
prasarana umum nagari yang berwawasan lingkungan

e) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat.

f) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat serta penataan

lingkungan yang bersih dan sehat
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g) Peningkatan peran serta Lembaga nagari, masyarakat nagari dan
perantau untuk kemajuan nagari
h) Mewujudkan pemahaman dan pengalaman norma agama dan adat

1) Mewujudkan peningkatan keamanan lingkungan masyarakat nagari

B. Hasil Penelitian
1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa
berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Nagari Bukik
Batabuah
a. Penerapan transparansi berdasarkan Permendagri No. 20 Tabun 2018 di
Nagari Bukik Batabuah
Dalam penerapan keuangan desa Nagari Bukik Batabuah berpedoman
pada Perbup Agam No. 50 tahun 2018 dengan acuan Permendagri No.
20 tahun 2018. Transparansi keuangan nagari berdasarkan Permendagri
No. 20 Tahun 2018 pemerintah nagari menyampaikan informasi APB
Nagari melalui media informasi yang berisi Laporan Realisasi APB
Nagari dan disampaikan kepada Bupati/Walikota diakhir tahun
anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus, Bapak
Yuserman, dan Bapak Helmi Jas dijelaskan sebagai berikut:
“...Nah untuk penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari kami
pemerintah nagari menyampaikan dalam bentuk baliho yang dipasang

di halaman depan kantor walinagari yang dapat dilihat langsung oleh
masyarakat” (Wawancara dengan Wali Nagari pada 5 Mei 2025)
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“Setiap akhir tahun anggaran pemerintah nagari mepublikasikan
laporan realisasi APB Nagari kepada masyarakat melalui baliho yang
dipasang di halaman depan kantor wali nagari dan paling lambat bulan
januari di tahun berikutnya wali nagari menyampaikan laporan ke pada
Bupati melalui Camat canduang”. (Wawancara dengan Sekretaris
Nagari pada tanggal 7 Mei 2025)

1) Fakta Lapangan

Laporan Realisasi APB Nagari di sampaikan kepada masyarakat
dalam bentuk baliho yang dipasang di kantor halaman Wali Nagari
Bukik Batabuah. Masyarakat luas dapat melihat laporan Realisasi APB
Nagari namun tidak ada komunikasi dua arah dari pemerintah nagari
kepada masyarakat mengenai penjelasan terkait Laporan Realisasi APB
Nagari yang telah dipasang, Berdasarkan hasil Wawancara dengan
Bapak Helmi Jas dijelaskan bahwa:

“Setiap akhir tahun anggaran atau sekitar bulan desember
dilaksanakan musrenbang bersama Bamus untuk membahas Laporan
Realisasi APB Nagari. Pemerintah Nagari melaporkan pembangunan
nagari yang telah dilakukan telah terlaksana sesuai dengan Rencana
Kegiatan Pembangunan di awal tahun anggaran ”. Dan apabila ada sisa
anggaran dari yang telah di rencakanan disampaikan kepada Bamus
lalu disepakati bersama sebelum disampaikan kepada Bupati melalui
Camat Candung. Untuk komunikasi kepada masyarakat dalam bentuk
Website ataupun Grup WhatsApp mengenai Penjelasan laporan
Realisasi APB Nagari kepada masyarakat itu tidak ada”.

(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 26 April 2024)

Peneliti juga menemukan bukti bahwa Dalam baliho yang dipasang

tidak terdapat Alamat Pengaduan serta kegiatan yang belum atau yang

telah terlaksana dalam Laporan Realisasi APB Nagari tersebut. Hal ini
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menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Nagari Bukik Batabuah
belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2) Kaitan Permasalahan Menurut Permendagri

Dalam permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa
pemerintah Desa menyampaikan informasi mengenai Laporan APB
Nagari Kepada masyarakat melalui media informasi. Hal- hal yang harus
dicantumkan dijelaskan pada pasal 72 paling sedikitnya mencantumkan
laporan realisasi APB Desa, Laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang
belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan Alamat
pengaduan.

Berdasarkan Wawancara, pengakuan Perangkat Nagari, fakta
lapangan serta perbandingan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018,
penulis menemukan bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah belum
sepenuhnya transparansi dalam hal pertanggungjawaban Laporan
Realisasi APB Nagari kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang
dihalaman depan kantor Wali Nagari Bukik Batabuah. Akan tetapi tidak
adanya komunikasi dua arah atau komunikasi lanjutan mengenai
penjelasan terhadap Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat
luas. Dan dalam laporan realisasi APB Nagari yang disajikan tidak
mencantumkan kegiatan yang tidak terlaksana atau telah terlaksana serta
alamat pengaduan yang seharusnya dicantumkan berdasarkan

Permendagri No. 20 Tahun 2018.
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b. Penerapan Akuntabilitas berdasarkan Permendagari No. 20 Tahun 2018
di Nagari Bukik Batabuah
Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Bukik
Batabuah berpedoman pada Perbup Agam No. 50 Tahun 2018 dengan
acuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan diwujudkan dalam lima Indikator pengelolaan yaitu
perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan
pertanggungjawaban. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak
Yuserman, Bapak Helmi Jas dan Ibu fika sebagai berikutnya:
1) Perencanaan
Dalam perencanaan kegiatan pembangunan nagari,
pemerintah nagari membentuk tim perencanaan yang di
koordinatori oleh sekretaris nagari guna untuk merancang
kegiatan pembangunan untuk tahun berikutnya lalu disepakati
bersama oleh Bamus dan masyarakat melalui musrenbang.
“Setiap bulan juli tahun berjalan wali nagari membentuk tim
perencanaan untuk pembentukan rancangan kegiatan
pembangunan tahun berikutnya, RKP yang telah disusun oleh tim
perencanaan diserahkan kepada sekretaris nagari untuk di
verifikasi dan disetujui olen Wali Nagari, RKP di
musyawarahkan bersama Bamus dalam Musrenbang”

(Wawancara dengan Kaur Perencanaan pada tanggal 6 Mei
2025)
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“RKP yang telah disusun oleh tim perencanaan nantinya
akan saya cek kembali sebelum saya verifikasi dan serahkan
kepada wali nagari untuk disetujui dan akan kami bahas bersama
bamus dalam rapat musrenbang pertengahan tahun berjalan
atau sekitar bulan juli. RKP yang disusun berdasarkan hasil
musna yang dilakukan sebelum penyusunan RKP. Musna
dilakukan melibatkan pihak-pihak yaitu Bamus dan anggota,
Lembaga Nagari, Wali Jorong dan Tokoh Masyarakat. RKP
yang disusun berdasarkan usulan-usulan dari Wali Jorong
berdasarkan kebutuhan jorong masing-masing, dan masukan
dari tokoh masyarakat” (Wawancara dengan Sekretaris Nagari
pada tanggal 7 Mei 2025)

a) Fakta Lapangan

Pada setiap pertengahan tahun berjalan, Wali nagari akan
membentuk dan pengeluaran SK untuk tim perencaaan RKP yang
langsung dikoordinatori oleh Sekretaris Nagari. RKP yang
disusun di peroleh dari hasil musyawarah nagari bersama dengan
Bamus dan Wali Jorong untuk membahas rencana pembangunan
di setiap jorong. Setelah disusun oleh Tim perencanaan dan di
setujui oleh sekretaris nagari dan Wali nagari, RKP tersebut di
musyawarahkan kembali dengan Bamus, Lembaga Nagari,
Unsur-Unsur masyarakat yang diatur dalam UU No. 16 Tahun
2019 untuk disepakati bersama dan ditetapkan oleh Bamus
sebagai Peraturan pelaksaan kegiatan nagari. RKP paling lambat
disahkan pada bulan September tahun berjalan.

“Dipertengahan bulan juli tahun berjalan, Wali Nagari
mengundang Bamus, Wali Jorong se-Bukik Batabuah, Lembaga

Nagari, Tokoh Masyarakat untuk melakukan Musna guna
menampung usulan-usulan dari Wali Jorong dan tokoh
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masyarakat sebagai dasar penyusunan RKP. Setelah tim
perencanaan Menyusun RKP, diadakan kembali
Musyawarah/Musrenbang untuk membahas RKP yang telah
disusun sebelumnya. Pada saat Musyawarah nantinya apabila
telah disepakati bersama bamus menetapkan dan disahkannya
RKP sebagai peraturan pelaksanaan kegiatan nagari.
(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 28 April
2025).

b) Perbandingan dengan Permendagri

Perencanaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana
dijelaskan bahwa sekretaris desa mengordinasikan penyusunan
rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan
peraturan Bupati/WaliKota setiap tahun anggaran. Rancangan
Peraturan Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
Rancangan peraturan desa disepakati paling lambat bulan oktober
tahun berjalan.

“Untuk penetapan RKP itu biasanya kita diskusikan dalam
RKP paling lambat bulan September dan apabila ada perbaikan
mengenai RKP oleh Bamus, maka paling lambat oktober sudah
kita sepakati RKP Untuk tahun selanjutnya dalam Musrenbang”

(Wawancara dengan Sekretaris Nagari pada Tanggal 7 Mei
2025).

Dari hasil observasi dokumen yang diberikan oleh pemerintah
nagari, peneliti menemukan bahwa pemerintah nagari telah
melakukan penyusunan RKP setiap tahun nya, dimana dalam

RKP disajikan besaran anggaran, realisasi dalam APB Nagari,
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2)

Evaluasi Kegiatan terlaksana atau tidak terlaksana serta sumber
dana.

Berdasarkan wawancara dan pengakuan pemerintah nagari,
fakta lapangan serta perbandingan dengan Permendagri, dengan
Sekretaris Nagari (Bapak Yuserman), Ketua Bamus (Bapak
Helmi Jas) dan Kaur Perencanaan (lbu Rafika Maulana Sari),
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah
telah menerapkan setiap poin dari indikator perencaaan
berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pemerintah nagari
telah melaksanakan tahap perencanaan pembangunan nagari
dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati No.50 Tahun 2018
dengan acuan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan nagari dilaksanakan
melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati
yang mana pada Nagari Bukik Batabuah menggunakan rekening
Bank Nagari. Pada saat pelaksanaan kasi pelaksana akan
Menyusun DPA atas tugas dari Wali Nagari. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Yuserman, Ibu Anggia Roza dan
Bapak Firdaus disebutkan bahwa:

“Diawal tahun anggaran saya menugaskan kepada Kasi

Pelaksana Menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah
penetapan peraturan desa mengenai APB Nagari, setelah itu

84



akan diverifikasi oleh sekretaris nagari rancangan DPA
tersebut” (Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah
pada tanggal 5 Mei 2025)

“setelah kasi pelaksana Menyusun DPA, Nanti nya akan saya
verifikasi dengan waktu paling lama itu satu minggu hari kerja,
lalu setelah saya verifkasi, kaur keuangan akan Menyusun RAK
nagari berdasarkan DPA yang telah saya verifikasi dan disetujui
wali nagari sebelumnya”. (Wawancara dengan Sekretaris
Nagari pada tanggal 7 Mei 2025)

a) Fakta Lapangan

Fakta dilapangan yang peneliti temui, pemerintah nagari
menggunakan rekening bank nagari yang ditunjuk oleh bupati
agam dalam menjalankan pelaksanaan pembangunan. Di awal
tahun anggaran, kaur keuangan akan Menyusun RAK
berdasarkan DPA yang telah diverifikasi sekretaris nagari dan
disetujui oleh wali nagari. RAK memuat informasi mengenai arus
kas masuk dan kas keluar yang digunakan penarikan dana dari
rekening kas nagari.

“pada awal tahun anggaran ibu akan Menyusun RAK atau
rancangan anggaran kegiatan berdasarkan DPA yang diberikan
oleh sekretaris nagari. RAK ini terdiri atas arus kas masuk dan
kas keluar yang digunakan untuk pendanaan dari rekening kas
nagari. Nah nanti nya setiap selesai masing-masing kegiatan ibu
akan membuat laporan realisasi kegiatan per kegiatan yang
paling lama itu diserahkan 7 hari kerja setelah kegiatan selesai,
laporan ini lah yang nanti nya ibu gabungkan di akhir tahun
untuk pelaporan realisasi kegiatan akhir tahun” (Wawancara

dengan Kaur Keuangan Nagari Bukik Batabuah pada tanggal
6 Mei 2025)
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b) Perbandingan dengan Permendagri

Pelaksanaan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana
dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
melalui rekening kas bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
Kaur dan kasi pelaksana Menyusun DPA lalu diverifkasi oleh
sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Berdasarkan DPA
tersebut kaur keuangan Menyusun RAK yang memuat arus kas
masuk dan kas keluar yang digunakan untuk mengatur pendnaan
kas dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran desa.

“Dalam penyusunan DPA oleh kasi pelaksana itu biasanya
cuman tiga hari selesai, nanti sekna akan memverifikasi kurang
lebih satu minggu hari kerja lalu saya setujui. Nah dari DPA itu
kaur keuangan kami Menyusun rencana anggaran kegiatan yang
mana itu mengenai arus kas masuk dan kas keluar untuk
pembiayaan pengeluaran kegiatan nagari” (Wawancara
dengan Wali Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 6 Mei
2025).

Berdasarkan wawancara dan pengakuan perangkat nagari,
fakta lapangan serta perbandingan dengan permendagri no. 20
tahun 2018, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari
Bukik Batabuah telah menerapkan komponen pelaksanaan dalam
akuntabilitas pengelolaan keuangan karena sekretaris nagari, kasi
pelaksana Maupun kaur keuangan telah menjalankan tugas nya

dalam indikator pelaksanaan bahkan dengan waktu yang lebih

cepat dari waktu menurut Permendagri No. 20 tahun 2018.
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3) Penatausahaan
Penatausahaan keuangan pemerintah nagari Bukik Batabuah
dilakukan oleh kaur keuangan sebagai bendahara nagari.
Penatausahaan keuangan dilaksanakan dengan aplikasi Siskeudes
yang mana merupakan aplikasi dari kolaborasi BPKP dengan
Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan wawancara dengan ibu
Anggia Roza selaku kaur keuangan dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam penatausahaan keuangan nagari kita telah
melakukannya dalam siskeudes atau sistem keuangan desa yang
merupakan aplikasi dari BPKP yang bekerjasama dengan
Menteri Dalam Negeri jadi siskeudes ini langsung dibawah
naungan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk penginputan,
pembukuan dan pelaporan sudah langsung diawasi oleh BPKP
dan Menteri dalam negeri” (Wawancara dengan kaur
Keuangan Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 6 mei 2025)

Dengan aplikasi siskeudes semua transaksi pemasukan dan
pengeluaran kegiatan nagari, diinputkan kedalam aplikasi dan
langsung diawasi oleh sistem yang ada.

“Untuk kerja kaur keuangan yang harus dilakukan dalam
siskeudes diawali input data di spp kegiatan, lalu setelah itu
pencairan spp kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi dari
bank nagari dengan menu nagari cash management untuk
pencairan yang transfer. Setiap penginputan data pemasukan
dan pengeluaran kegiatan yang kita diinput apabila tidak sesuai
akan maka akan otomatis tidak terbaca oleh sistem. (Wawancara
dengan Kaur keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)
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a) Fakta Lapangan

Fakta lapangan yang peneliti temukan yaitu Kaur keuangan
nagari bukik batabuah melakukan pengiputan pemasukan dan
pengeluaran keuangan desa dengan aplikasi siskeudes. Untuk
semua kegiatan diinputkan kedalam sistem dan pembuatan
laporan juga langsung dilakukan di dalam sistem keuangan desa
tersebut. Laporan akhir yang dilakukan yaitu laporan realisasi
APB Nagari yang memuat beberapa laporan diantara nya ada
laporan realisasi yang memuat laporan realisasi anggaran desa,
laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, dan laporan realisasi
APB Desa per sumber dana. Selain diakhir tahun anggaran setiap
bulan dan setiap semester akan dilaporkan kepada Bupati melalui
Camat

“setiap laporan itu kita laporkan setiap sebulan sekali dan
nanti akan digabung setiap bulan nya untuk pelaporan semester,
dan disampaikan oleh wali nagari kepada camat dan diteruskan
kepada bupati”. (Wawancara dengan Kaur Keuangan pada
tanggal 6 Mei 2025)

b) Perbandingan dengan Permendagri

Dalam Permedangri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan
penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai fungsi
kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatn

setiap dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap

akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku kas umum yang
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terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku
pembantu pajar. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan
dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

“Untuk pembukuan yang dilakukan di dalam sistem yaitu
buku kas umum, buku kas pembantu tunai, buku pembantu bank,
buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak dan buku
pembantu panjar. Kalo untuk laporan nya sendiri itu ada laporan
realisasi yang memuat laporan realisasi anggaran desa, laporan
realisasi anggaran desa per kegiatan, dan laporan realisasi APB
Desa per sumber dana”. (Wawancara dengan Kaur Keuangan
pada tanggal 6 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumen,
pengakuan perangkat, serta perbandingan dengan Permendagri
dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari bukik
batabuah telah melaksanakan Komponen penatausahaan dalam
indikator akuntabilitas sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun
2018. Kaur keuangan membuat pembukuan lengkap terdiri dari
buku kas umum yang memuat buku kas pembantu tunai, buku kas
pembantu bank, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak

dan buku pembantu panjar. Dan laporan yang dilaporkan telah

menyesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
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4) Pelaporan

Pelaporan keuangan nagari bukik batabuah dilaporkan per
semester dan laporan akhir tahun. Laporan yang di laporkan
memuat laporan realisasi APB Nagari, laporan kegiatan yang
nanti nya di pertanggungjawabkan kepada Bupati dan di
informasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anggia Roza selaku
Kaur keuangan dan bapak Yuserman selaku Sekretaris Nagari

“Untuk pelaporan kita itu biasanya kita ada terdiri dari dua
laporan vyaitu laporan semester pertama itu biasanya kita
laporkan di awal bulan juli dan laporan akhir tahun yang paling
lambat kita selesaikan itu minggu kedua bulan januari tahun
depan, nanti itu disampaikan oleh wali nagari setelah disepakti
bersama dengan bamus”. (Wawancara dengan sekretaris
nagari pada tanggal 7 Mei 2025)

“kalo untuk pelaporan nantikan itu laporan nya ibuk yang
bikin. Biasanya itu ibu bikin setiap akhir bulan juni dan di akhir
tahun dan paling lambat itu di minggu kedua bulan januari.
Laporan realisasi APB Nagari yang dilaporkan itu memuat
laporan-laporan yang ibu sebutkan tadi. Tapi untuk di semester
itu tidak selengkap yang untuk akhir tahun anggaran, laporan
semester pertama itu hanya melaporkan laporan pelaksanaan
APB Nagari per kegiatan dan laporan realisasi Kegiatan”.
(Wawancara dengan Kaur Keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)

a) Fakta Lapangan

Pemerintah nagari melakukan pelaporan keuangan di

semester pertama dan laporan akhir tahun. Wali nagari

menyampaikan laporan realisasi APB Nagari kepada Bupati yang
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dilaporkan paling lambat akhir juni untuk laporan semester
pertama dan minggu kedua bulan januari tahun berikutnya. Untuk
laporan semester pertama yang dilaporkan yaitu laporan realisasi
APB Nagari dan diakhir tahun anggaran laporan keuangan yang
dilaporkan terdiri dari laporan realisasi APB Nagari, catatan atas
laporan keuangan, dan laporan realisasi kegiatan.

“Untuk pelaporan kita itu biasanya kita ada terdiri dari dua
laporan vyaitu laporan semester pertama itu biasanya kita
laporkan di bulan juni dan laporan akhir tahun yang paling
lambat kita selesaikan itu minggu kedua bulan januari tahun
depan, nanti itu disampaikan oleh wali nagari setelah disepakti
bersama dengan bamus”. (Wawancara dengan sekretaris
nagari pada tanggal 7 Mei 2025)

b) Perbandingan dengan Permendagri

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa
kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa
semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui camat.
Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan
realisasi kegiatan. Kepala desa Menyusun laporan dengan cara
menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua
bulan juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan yang dilakukan
oleh pemerintah nagari laporan disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui camat Candung dengan paling lambat

awal bulan juli.
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5)

“...Tapi untuk di semester itu tidak selengkap yang untuk
akhir tahun anggaran, laporan semester pertama itu hanya
melaporkan laporan pelaksanaan APB Nagari per kegiatan dan
laporan realisasi Kegiatan”. (Wawancara dengan Kaur
Keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara dan pengakuan perangkat nagari,
fakta lapangan serta perbandingan dengan permendagri no. 20
tahun 2018, dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintah nagari
Bukik Batabuah telah menerapkan komponen pelaporan dalam
akuntabilitas pengelolaan keuangan karena kaur keuangan telah
menjalankan tugas nya dalam indikator penatausahaan mulai dari
pembukuan sampai dengan pelaporan dilakukan dengan waktu
yang lebih cepat dari waktu menurut Permendagri No. 20 tahun
2018.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan nagari disampaikan kepada
Bupati dan diinformasikan kepada masyarakat. Sebelum laporan
disampaikan kepada bupati dan informasikan kepada masyarakat.
Pemerintah nagari mengundang Bamus beserta Lembaga-
lembaga nagari, Wali Jorong se-Nagari Bukik Batabuah dan
tokoh masyarakat untuk memusyawarahkan mengenai laporan

Realisasi APB Nagari dalam Musrenbang diakhir tahun

anggaran. Sebagaimana dengan hasil wawancara bersama dengan
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Bapak Firdaus selaku Wali Nagari dan Bapak Helmi jas selaku
Ketua Bamus sebagai berikut:

“Setiap akhir tahun anggaran atau sekitar bulan desember
dilaksanakan musrenbang bersama Bamus untuk membahas
Laporan Realisasi APB Nagari. Pemerintah Nagari melaporkan
pembangunan nagari yang telah dilakukan telah terlaksana
sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan di awal tahun
anggaran”. Dan apabila ada sisa anggaran dari yang telah di
rencakanan disampaikan kepada Bamus lalu disepakati bersama
sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Camat Canduang ”.
(Wawancara dengan Ketua Bamus pada tanggal 26 April 2025)

“Diakhir tahun anggaran itu kita akan adakan musyawarah
dengan bamus dan Lembaga nagari beserta pihak-pihak yang
terlibat lainnya dalam musrenbang untuk membahas mengenai
laporan  realisasi APB  Nagari  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban juga bagi kami kepada bamus. Nah
laporan realisasi APB Nagari itu kita bahas bersama, mulai dari
kegiatan yang telah terlaksana dan yang tidak terlaksana
ataupun sisa angaran. Jika ada yang harus diperbaiki nanti nya
akan diperbaiki lagi oleh kaur keuangan setelah itu Kkita
sampaikan kembali kepada bamus, namun sebaliknya jika tidak
ada yang diperbaiki itu disepakati oleh bamus, baru Kkita
sampaikan kepada camat yang nanti nya akan disampaikan
kepada bupati”. (Wawancara dengan Wali Nagari Batabuah
pada tanggal 5 mei 2025)

a) Fakta Lapangan

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa
pemerintah nagari telah melakukan pertanggungjawaban dalam
hal penyampaian laporan realisasi APB Nagari kepada bupati dan
menginformasikan kepada masyarakat melalui spanduk atau
baliho yang dipasang di halaman depamn kantor wali nagari

bukik batabuah.
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“...Nah untuk penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari
kepada masyarakat kami pemerintah nagari menyampaikan
dalam bentuk baliho yang dipasang di halaman depan kantor
walinagari yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat”.
(Wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah pada
tanggal 5 Mei 2025)

fakta lapangan lainnya yang peneliti temukan bahwa dalam
informasi spanduk atau baliho yang dipasang di halaman depan
kantor wali nagari tidak lengkap, dimana tidak disajikan kegiatan
belum selesai dan atau yang tidak terlaksana dan alamat
pengaduan.

b) Perbandingan dengan Permendagri

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 72
dipaparkan bahwa laporan pertanggungjawaban diniformasikan
kepada masyarakat melalui media informasi, dengan informasi
paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan
realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak
terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Sedangkan pada
pemerintah nagari bukik batabuah berdasarkan observasi
dokumen vyang peneliti temukan, pemerintah nagari hanya
melampirkan informasi laporan realisasi APB Nagari dan laporan
realisasi kegiatan, Namun pada laporan tersebut tidak

mencantukan informasi kegiatan yang belum selesai dan atau

tidak terlaksana serta alamat pengaduan.
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi dokumen, fakta
lapangan serta perbandingan dengan permendagri, dapat peneliti
simpulkan bahwa pemerintah nagari bukik batabuah telah
mempertanggungjawabkan APB Nagari kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada bupati diakhir tahun anggaran. Namun
tidak melampirkan informasi terkait kegiatan yang belum selesai
dan atau tidak terlaksana serta alamat pengaduan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah
akuntabilitas dalam hal perencanaan kegiatan sampai dengan
pertanggungjawaban kegiatan. Namun hanya saja informasi yang
disajikan tidak lengkap informasi dalam baliho yang dipasang
halaman depan kantor wali nagari. Informasi mengenai kegiatan
yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta alamat
pengaduan yang tidak dicantumkan. Dalam hal jangka waktu
penyusunan, pelaporan yang dilakukan pemerintah nagari lebih
cepat dari jangka waktu menurut Permendagri No. 20 Tahun
2018.

2. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik
Batabuah berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan nagari harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Al-

Qur’an surah Al-Bagarah: 282 ada tiga indikator yang menjadi dasar
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dalam konsep akuntansi Syariah yakni pertanggungjawaban, keadilan
dan kebenaran.
a. Prinsip Pertanggungjawaban

Adanya tanggungjawab dari pemerintah desa menjadikan
kepercayaan oleh masyarakat lebih meningkat.
Pertanggungjawaban berkairan langsung dengan konsep amanah.
Pertanggungjawaban diwujudkan dengan bentuk laporan
keuangan. Prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan
keuangan nagari di Nagari Bukik Batabuah sebagaimana
wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Firdaus selaku
Wali Nagari yaitu:

“Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban setiap
semester dan akhir tahun anggaran kita akan adakan
musyawarah dengan bamus dan Lembaga nagari beserta pihak-
pihak yang terlibat lainnya dalam musrenbang untuk membahas
mengenai laporan realisasi APB Nagari sebagai bentuk
pertanggungjawaban juga bagi kami kepada Bamus. Nah untuk
penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat
kami pemerintah nagari menyampaikan dalam bentuk baliho
yang dipasang di halaman depan kantor walinagari yang dapat
dilihat langsung oleh masyarakat”. (Wawancara dengan Wali
Nagari Bukik Batabuah pada tanggal 5 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa
pemerintah nagari telah melakukan pertanggungjawaban hal ini

dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang

dipublikasikan kepada masyarakat.
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Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep
amanah yang implementasinya dalam akuntansi adalah individu
yang terlibat dalam pembukuan dan kegiatan akuntansi harus
melakukan  pertanggungjawaban atas apa Yyang telah
diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan
pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan
keuangan. Pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah
nagari dengan bentuk laporan keuangan yang kemudian dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparansi.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi Syariah sendiri memiliki 2
pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan yang
praktek moral yakni kejujuran. Kejujuran sangat penting agar
informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan
merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata
adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai- nilai
Syariah serta moral. Berdasarkan wawancara dengan bapak
Yuserman selaku sekretaris nagari yaitu:

“Setiap Pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Nagari
musna untuk penyusunan RKP tahun berikutnya. Musna
dilakukan melibatkan pihak-pihak yaitu Bamus dan anggota,
Lembaga Nagari, Wali Jorong dan Tokoh Masyarakat. RKP

yang disusun berdasarkan usulan-usulan dari Wali Jorong
berdasarkan kebutuhan jorong masing-masing, dan masukan
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dari tokoh masyarakat” (Wawancara dengan Sekretaris Nagari
pada tanggal 7 Mei 2025)

Berdasarkan penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa
pemerintah nagari bukik batabuah menyamaratakan atau
bersikap adil kepada seluruh masyarakat dengan memberikan
kesempatan  kepada  masyarakat memberikan  usulan
pembangunan yang diwakilkan oleh wali jorong. Musyawarah
nagari yang dilakukan untuk melihat prioritas pembangunan
setiap jorong yang dilakukan pemerintah nagari untuk
kesejahteraan pembangunan di setiap jorong.

Hal tersebut tersebut dibenarkan oleh Bapak Helmi Jas selaku
Ketua Bamus :

“Dipertengahan bulan juli tahun berjalan, Wali Nagari
mengundang Bamus, Wali Jorong se-Bukik Batabuah, Lembaga
Nagari, Tokoh Masyarakat untuk melakukan Musha guna
menampung usulan-usulan dari Wali Jorong dan tokoh
masyarakat sebagai dasar penyusunan RKP”. (Wawancara
dengan Ketua Bamus pada tanggal 26 April 2025).

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintah nagari
tidak memberda-bedakan dan memberikan kesempatan yang
sama bagi masyarakat dalam artian pada saat memuat keputusan
dilihat dari prioritas bukan atas keinginan sendiri. Prinsip
keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara

hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan

menuntu hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain
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keadilan adalah keadilan bila setiap orang memperoleh bagian
yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam
menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi
masyarakat, tidak terlepas dari pencermatan-pencermatan
terhdao kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang secara umum
mmenjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang
bersifat golongan atau pribadi.
Prinsip Kebenaran

Dalam akuntansi Syariah memiliki prinsip kebenaran yang
berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran
ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan
melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan,
pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan
dengan baik bila memiliki rasa kebenaran. Prinsip kebenaran
diterapkan oleh pemerintah nagari dalam mengelola keuangan
nagari dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang
sebenarnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Anggia
Roza selaku Kaur Keuangan yaitu:

“Dalam penatausahaan keuangan nagari kita telah
melakukannya dalam siskeudes atau sistem keuangan desa yang
merupakan aplikasi dari BPKP yang bekerjasama dengan
Menteri Dalam Negeri jadi siskeudes ini langsung dibawah
naungan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk penginputan,

pembukuan dan pelaporan sudah langsung diawasi oleh BPKP
dan Menteri dalam negeri. Setiap penginputan data pemasukan
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dan pengeluaran kegiatan yang kita diinput apabila tidak sesuai
akan maka akan otomatis tidak terbaca oleh sistem.”
(Wawancara dengan Kaur keuangan pada tanggal 6 Mei 2025)

Dapat disimpulkan bahwa Pencatatan keuangan nagari sudah
dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
karena langsung diawasi oleh BPKP dan Menteri dalam negeri
berupa sistem keuangan desa yang digunakan Pemerintah nagari.
Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian
antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi
sebenarnya dilapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran
menyangkut laporan sehingga seorang akuntan dalam praktek
wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil
berdasarkan bukti-bukti.

Secara keseluruhan, peneliti dapat simpulkan bahwa
pengelolaan keuangan nagari Bukik Batabuah sudah sesuai
dengan  prinsip  akuntansi  Syariah  yaitu  prinsip
pertanggungjawaban dengan membuat laporan
pertanggungjawban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait,
prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi
masyarakat dalam mulai dari perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban yang diinformasikan kepada masyarakat,

serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis dan
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dipublikasikan telah sesuai dengan sistem keuangan desa yang
langsung diawasi oleh BPKP dan Menteri dalam negeri dan telah

dipublikasikan kepada masyarakat.

C. Pembahasan Hasil Penelitan

1. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di
Nagari Bukik Batabuah berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018
Hasil penelitian yang peneliti di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan
Candung Kabupaten Agam sehingga mendapatkan hasil bahwa bentuk
transparansi kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah nagari Bukik
Batabuah dilakukan dalam bentuk penginformasian laporan realisasi APB
Nagari melalui baliho yang dipasang di halaman depan kantor Wali Nagari
yang mencakup laporan realisasi APB Nagari dan Laporan realisasi
kegiatan. Namun laporan yang dipublikasi oleh pemerintah nagari belum
memiliki kelengkapan informasi berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun
2018 pasal 72 yang mana dijelaskan bahwa informasi yang disajikan memuat
laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum

selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.
Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasi oleh pemerintah nagari
tidak memuat informasi kegiatan yang belum selesai dan atau tidak
terlaksana dan alamat pengaduan. Dalam hal pertanggungjawaban

pemerintah nagari telah melakukan publikasi namun informasi yang
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disajikan tidak lengkap sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh
pemerintah nagari belum sepenuhnya.

Dari segi bentuk Akuntabilitas dapat peneliti simpulkan bahwa
pengelolaan keuangan nagari bukik batabuah telah akuntabel mulai dari
perencanaan kegiatan pembangunan nagari, pelaksanaan kegiatan,
penatausahaan keuangan, dan pelaporan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, namun untuk pertanggungjawaban
telah dilakukan oleh pemerintah nagari akan tetapi informasi yang disajikan
untuk publikasi kepada masyarakat tidak lengkap. Namun secara
keseluruhan baik  dari bentuk  pelaksanaan perencanaan-
pertanggungjawaban, Laporan keuangan, waktu pelaksanaan telah sesuai
dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pada setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan
nagari, Maka kaur keuangan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dan
Laporan Pertanggungjawaban per semester dan diakhir tahun anggaran.
Setelah kegiatan selesai Wali Nagari akan melaporkan laporan realisasi APB
Nagari dan Laporan realisasi kegiatan disetiap bulan, per semester dan Akhir
tahun anggaran baik secaara administrative maupun teknis.

Merujuk pada teori transparansi dan akuntabilitas yang menyatakan
bahwa trasnparansi adalah sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan. Dan

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang
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dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawaban kepad
seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Teori diatas menjelaskan bahwa
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat
laporan yang kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat dan
diinformasikan kepada masyarakat.
2. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari
Bukik Batabuah berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Nagari Bukik Batabuah
Kecamatan Candung Kabupaten Agam menggunakan tiga prinsip akuntansi
Syariah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Tiga Prinsip Akuntansi
Syariah tersebut yaitu prinsip pertanggungjawaban, Prinsip keadilan, dan
prinsip kebenaran.

Hasil yang peneliti dapatkan dari prinsip pertanggungjawaban yaitu
pemerintah nagari sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat
dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan
realisasi APB Nagari dan Laporan realisasi kegiatan yang dapat diartikan
pengelolaan keuangan terdapat pembukuan yang jelas. Dari prinsip keadilan
yaitu pemerintah Nagari Bukik Batabuah menyamaratakan atau bersikap adil
kepada seluruh masyarakat yang diwakilkan oleh wali jorong untuk
memberikan usulan dalam musyawarah yang dilakukan pemerintah nagari
khususnya Nagari Bukik Batabuah, dimana dalam musyawarah yang

dilakukan pemerintah nagari dilihat dari skala prioritas terpenting yang harus
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dilakukan oleh pemerintah nagari untuk menciptakan pemerataan
pembangunan dan dalam pelaksanaannya pemerintah nagari tidak
membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat
dlam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan
atas keinginan sendiri. Dari prinsip kebenaran yaitu pada pengelolaan
keuangan Nagari Bukik Batabuah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi
Syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan
pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada Bupati dan disampaikan
kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang di halaman depan kantor
Wali nagari. Prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama
bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai
dengan terealisasi yang dimana dapat dilihat pada laporan
pertanggungjawaban yang tertulis.

Merujuk pada teori akuntansi Syariah yang menyatakan bahwa prinsip-
prinsip akuntansi Syariah yaitu: 1) Akuntansi Syariah memiliki prinsip
pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran
yang tertera dalam Al-Qur’an Q.S AL- Muddaththir/74: 38 yang mana
diterangkan bahwa setiap manusia diajarkan untuk selau bertanggungjawab
ats perbuatannya. 2) Prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat
fundamental dan berpijak pada nilai-nilai Syariah dan moral. 3) akuntansi
Syariah juga memliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan

prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan
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dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi.
Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan
berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.

Teori diatas menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan nagari tidak terlepas dari prinsio-prinsip akuntansi
Syariah yang mengatur untuk mencapai kesejahteraab masyarakat, seperti
yang diterapkan di Nagari Bukik Batabuah dalam bertindak adil dalam
seluruh masyarakat, bertanggungjawab dan memberikan pelaporan yang
benar, baik pelaporan melalui sistem keuangan desa maupun pembukuan
manual yang dilakukan. Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak terlepas
dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengukur

kebenaran melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang peneliti lakukan dan sudah di bahas dalam
bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulam bahwa Nagari Bukik Batabuah
dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan keuangan Nagari Bukik Batabuah berdasarkan
Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa Pemerintah Nagari Bukik Batabuah
belum sepenuhnya transparansi dalam hal pertanggungjawaban Laporan
Realisasi APB Nagari kepada masyarakat melalui baliho yang dipasang
dihalaman depan kantor Wali Nagari Bukik Batabuah. Akan tetapi tidak
adanya komunikasi dua arah atau komunikasi lanjutan mengenai penjelasan
terhadap Laporan Realisasi APB Nagari kepada masyarakat luas. Dan
dalam laporan realisasi APB Nagari yang disajikan tidak mencantumkan
kegiatan yang tidak terlaksana atau telah terlaksana serta alamat pengaduan
yang seharusnya dicantumkan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun
2018

2. Pemerintah Nagari Bukik Batabuah telah akuntabilitas dalam hal
perencanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan.
Namun hanya saja informasi yang disajikan tidak lengkap informasi dalam
baliho yang dipasang halaman depan kantor wali nagari. Informasi

mengenai kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana serta

106



alamat pengaduan yang tidak dicantumkan. Dalam hal jangka waktu
penyusunan, pelaporan yang dilakukan pemerintah nagari lebih cepat dari
jangka waktu menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

3. Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Batabuah prinsip
pertanggungjawaban yaitu pemerintah nagari sudah melakukan
pertanggungjawaban. Dari prinsip keadilan yaitu pemerintah Nagari Bukik
Batabuah menyamaratakan atau bersikap adil kepada seluruh masyarakat
yang diwakilkan oleh wali jorong untuk memberikan usulan dalam
musyawarah yang dilakukan pemerintah nagari khususnya Nagari Bukik
Batabuah. Dari prinsip kebenaran yaitu pada pengelolaan keuangan Nagari
Bukik Batabuah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah

B. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan kepada Nagari Bukik Batabuah

diantaranya:

1. Diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Nagari Bukik Batabuah lebih
memperhatikan lagi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018, dan melengkapi
informasi  yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban yang
diinformasikan kepada masyarakat.

2. Pemerintah desa membuat sebuah sistem informaasi secara online seperti
website resmi nagari, sosial media nagari juga yang digunakan dan aplikasi

online lainnya yang dapat mendukung dalam hal publikasi agar masyarakat
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bisa dengan mudah mengakses atau mengetahui penggunaan anggaran dana
desa

Peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan
memperoleh secara luas/detail data pengelolaan keuangan desa dan
membandingkan dengan APBDesa dengan diikuti bukti yang kuat dan nyata

dalam perealisasian anggaran.
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[ / N Krbiaken ya beik
I SINIRY S BT ) Nugari | 3| kesoen Magri | 12 Bl 0000 000|  ADN " - -
ERTNTATY
[Frmnan Taparan Nagar: Fersampaikanys Demmen Laparan
Walinagari Kepada Lembags dan - . . _— . . . ausr
7 Masyeakat (o) mencape S00s 4,16,15) 2 Tt e T Tl 1.000000) - ADN - - [r——
(BUE Rid g Portnnaban
[Pessgraahan Pecranahan Bagl Maryaraliar |[Torapalnga P Maspn raleas (TRar]
mencapai SDGa 1,2,11,16 Nagari | 1| kegiswn 12 Bulan 19.000.000  ADN “ .
3 [Mmbernd o Tevisna V8 Mutsrursli (Tduin) 2024 Nagari 1| teegisman arakar | 12 Bulan 10.000.000  ADN E Bt

JUMLAH RIDANG 1

1.213.620.000)
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I Bidang Nagari |
[Sub Bidung Pendidicen 1.905.000.000
Penvelenggaraan PAUD TR TPAJTRO] | Jamiab{PAUD) (TK)/ (TR rang) mencapa
madrasah Non Formal S0 5.4,5,10,16,17
Bastuany Homos Guru FAUD _ N , Gur - - N -
| 024 Newsi | 15 0w pe |12k 15000000 DN y Hasi Keara
Banman Honer G T § - Gurt ; ) § ! —
mE o Negs |15 O | 126k 106000000 DX " Kasi Kesra
Basuan Honos Guru MDTA 02 Wagaui | 70 | Om | GuwuMDTA | 12ba 000000 DX T Kasi Kearn
Dinlnungan Penyelenggaraan PALIDYTK | APE|Tersedianyn Samna dan Prasarana PAUT
2 PAUD/TR) [yt Meradi | urit ) mencapai S0
45.10,16,17
Pengadann APE TK Harul [iuda | ayunan . i o . - ) i
selamenean gunghac anghic| W g PAUD Maric PAUD | 12bln 40090000 DX " Kasi Kesra
 Peluithan den pemgululien pemiblian bagt |Pesinlatan kspasitas Gura [PAUD{ [T
Masyacakat tereopai mencnpsi SDCe 3,1,5,10,16,17
r:l"'““”” Pendidikan bogi Masyacakar ( 034 Nagari kegintan | Masyamkar |2 hari DN 3 Kasi Kesra
—— 1 PAUD
4 dan Prasarana PAUD T TPA/Madrassh  |yaog Memadsi | unit ) mencapai S
Hon Formal Wilile Nagari 45.10,16,17
Leajute Dezn t<bing Nl e kot baru 2023 BEtBaru | 100 M masyarakat | 90 hari 100000000 | ADN 3 st
Pengadan sarena das presaraia scolalt 0% Kbl Paket | masyaraka 50000000 DX v S
PAlID Panjang
Pengadsas sarans. das proserons scholsly o Kbkt ke | manpereior [T - J Hasi
TK An-Nur Panjang keaejahteraan
s Pagar PAUID Wurucahinan . Kbk | R P (RPN - 4 i
mpeng Bukil Panan
Bantuan Pager TX Horapas Kitn Cobah 20 Gobah | 50 M masyarakar 100000000 DX v s
kesejehitorann
Rehap WA Dar:l Falah Kamrantiangan ; ) ) B 3 ) X Kasi
D DIRDING § W BE B Uit mesaraka | 90 b 100000000 | ADN K -
Pembaogunan UDTA Rahumatd Moleinin A D¥eTar Unit  masyaraka 300000000 ADN 3 -
Reliap penautbaian lokal MDTA Nl o ) ,7 - I Kt
il ot ooy W BUSwsd | 1 Unt  wesywukat | 90 b 150000000 |  ADN y \eagabgerten
ﬁ:;;“’m;? Hharal Haq Kubusarunai { S0 Br Siasiah Unic | masyamkar 156000000 | ADN v oo
Relaap ponanibadion: peaasbalion g _ - . - S [
belajar MDTA Raudatul Jnah Cumantiang 024 Bt Siasiah | 1 Tnit Hhris TR 150000000 ADN i kosojahteraan
Rehapy penamhahan peasmbahan muang I ) ; - . ) Kasi
i MO S e & W B Siasiah Uni Muit TK 150000000 | ADN ¥ -
Rehap{ penambahan peaambalia ruang 2021 Dt Sinsiah Unie Murit TK 150000000  ADN 3 s
belajar TK Damssalam Cumartian
Pembumgunian Reliabbibest] peninghatan
Pengadn sarana dowt provazana Tt _ - . - . x| o Kol
Bicann/ Sangzar Belajar Milik Nagari 0 Nagas ‘ Unit | Masynrakat 200000000 ADN ' kesejzhteraan
o Drikungan Pendidikan B Bannaan Peadidkan (paket) mencapai SDGs
?‘:1;“;“““ Pendidikan bagi Siswa Kurang 2024 Nagari | 100 O AnekNegari | 12 bulan 25000000 DY 3 s
- Pengenbanges, den Pembinzan Sanggis
den Bel
i:]f;‘;:;:e:;“"‘“”“ oot st A BHaabush| S0 o AcskNsgar | 12 hulan 2000000 DY 3 Kasi Pelayanan
Sub Bidang Kesehatan 530.000.000
Penvelenggorasn Poayancs Tnsenti Rader Pospands]
) forang) humlah posvand yang diberican
Pecuberin Makesnan  Tambabion (bulagy
| toencazai SDCs 2,3,4.5.11,16
Pemberian Makananan Tamhahan balita .  lensiadan I N o Pl
o Lansia, b heail 4 Nagan 14 Posy Halita 12 bulan 100,000,000 DN v Kasi Pelay
};":“:’ v Luscative Budar Posyandu 204 Nogari | 14 Posy Hader | 12bulan 35000000 DN v Kasi Pelayanan
W N | 14 Pow Hader | 12 bulan 3000000 DX ¥ Kasi Pelaynan
2021 T Py Rader | 12 bulan 50000000] DX Y Kasi Pelayanan
. Pengadaan sarana dan Prasarana Possandn
N 2
Pengadann lat- lat pemisjeng posyandu 0 Negari | 11 Posy ]“’i::‘d:“ 12 bulsn o ¥ Kasi Pelavanan,
Peayuiubian dan Pelatihan B y 5 Y
3 Kesthatem Bagl Kader Posyandu pelatifn: Keschatan (Pakel) wencapai
| D65 231,5,11,16
Penifuhan dan Pelatihan Kesehatan . .
e ’k:‘f;;“;":u si’; S hatan bagt 4 Nagari Kegittan  Anak Nogari | 3 hard oY 3 Hasi Pelayansn
Sosialisasi pemantauan dan peacegahan
penyalabgrsnaan narkoriks dan zat adikei di A Nagari Hegiatan  Analc Nagari | 3 hari by v Kasi Pelaganan
g
Pelithan dan peyuiuhas bogt keachatan
g masyzraicr Penyahihan Imunisasi AWM Negeri | 2 Kepiawan | AsakNegari | hari 15000000 DY ¥ Kasi Pelayanan
Bagi Kedua orang Tus)
Pemetn 1000 HPK. P T Kogelon | MasyMag | 630w 0000000 DX v Has Pelayanans
[ Penulubos Snunting 0 Ngari | 1 Hogiatan  MesyMag | 2hr 50000000 DX b Kasi Pelayanan
Pengadan media pemuhihan kesshatan i § Kader | . § ) I
s apedk, bl i W Negari Kegtan (12 20000000 DX kK Hasi Pelayenan
siatan Perilaku Hidup Bersih dan Schat y - - = - N
[ 20 Nagari Kogiatan B0 13 b 20000000 DX 4 Kasi Pelayznan
4 nagan Singa Kesehatan
" Pemyclenggarasn nngari Singn Keschatan 2031 Negn | I Kepatw | MasyNeg | Ghan 50000000] TN v Kas! Pelayanan
?:Gs“k““ kapasitas Rumal Desa Schat 4 Negari Kegiatan  MasyNag | fhari 20000000 ¥ 3 Kasi Pelayanan
Rapat Triwulan XD tukat Nagari dant _ N . , . N o
ecamatan 2024 Nagan 1 Kegiatan Measy Nag + hari 10.000.000 ¥ v Kasi Pelayanan.
Pervedinan binya kanteribusi unmik
semibuts pelsshion yous dsclmagarahics O P I P I oo | —
oleh Kecamatan, Pem. Kabupaten dan s e v 8 ' e
Provinsi
Peldbsanman studf G anggota 308 W Mgt Keginten  Mesy Moy | 2ht 10,000,000 v Kasi Pelayenan
[ FCDSTUNTING 2031 Nagn | 1 Kegatwn | MasrNeg | Lhan 20,000,000 v Kasi Pelayanan
rembuk stunting 04 Nogari Kegiatan | MasyNag | 1hari 10.000 000 v Kasi Pelayanan
Transportasi kader K11 W Dagari Hegistan Moy Nag | 12 bakn 20000000 v Kasi Pelayenan
Kegntan Penosgabin Sty 23 Nogen | 1 Kegistw | By Nag | 12 bulm 20.000.000 v Kasi Pelayanan
Pembangunan; Rehabilivasi/ peningkatan
5 pengadsan sarana prasrana posyandn
polites PED
Pengndann pengksr T3 Bulitn, Devara a0 Nagai | 11 MasyNeg | 12 bulan 10000000] DX v Kasi Pelayanan
Penguinr tekanan Darah A Negeri | 14 MasyNag | 13 halan 0000000 DX " Kasi Pelayanan
APE Uniuk Bins Kelusrge Babte W Negan | 14 Masy Nag | 12 bulan 40000000 DX 3 Kasi Pelayenan
Hidang Kehutanan dan Linghngan Hidup
Pengelolasn Fuman Millk Nagari | cebaisasi . . [ . Kasi
11 v Na 1 i N v
[ WH g Kegiatan  MosyNag | 12 buke 0000000 AND | T
2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari
- g 000 J Kasi
Pengelolaan lingleangan Hiduip nagari a4 Nagari Kegiatan  MasyMag [ 17 bakan 20000000 AND ' it
" Pelaithaa] Sosiabana] Pt/
Ponyadaran tentang Lingkungan lidup
Pelatihan Sosialisas, Penuluban dan . . § ! Kasi
Penyudaran tentang Linglkungan Hiduy w2 Nagari N Kegiatan MasyNag 12 bukaa 20000000 ADX N Pemermtuhan
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Sub Bidang Pekcerjaan Umum dan Penataan Ruang 2,645.000.000
| Peubengunan Peningiatan Jalan nagesi  Tersedianya jlan nagas yang memadsi
(meter] mencapai SD0s 1,2,8,1011,17
Femmbukans jalan Baru Kebua Tambore. BBkt P ; Fas
Fepumen Hubag s ots Paoag W | i [0 M| ekt | 0khas 250.000000  ADN ! .
Ianjutan pengaspalan/ rabatbeton jalan Jorong
hasials liaang a0 [RubsEDu) pes |y Masy Nag | 00hari 150000000 ADK | fias,
Koo Kesejalrerann
Fasjang
i - : =
Pengesoran/ Rabat beton jalan cumantiang 2024 | Broilasiah | 3000 | M Masy Nag | 90hasi 300000000 ADN | 4 Kot
madang Kessjahteraan
/ )
Penggelic | Peadersan sl b 2024 |Duslasioh | 1500 | M| Masvarakat | %0hasi 00000000 ADN | 4 R
sumantiang - bintuangan - ladang gampo | Kessjahteraan
Pengecoren Jlan mesuju Mushala il 2024 | Brailasiah | 150 M Mosy Nag | 00hari 90000000 ADN | Rasi
Ilag kubusarunai | Kesejalterann
Pengaspalan/ rabat beton jalan inghung 2024 Kbkt | o0y M Masyarakat | 90 hari 100000000 ADN | Fasi
pineuran basobols Panjang Keszjahteraan
PembukaanPengaspalan rabat beton . J Kasi
1ol Bar Borsboh - Koo Tongeh 2029 |DKotoDaru| 3000 | M | Masyarakt | 30har 300000000 ADN | h
Peningiatan, Reluab Jalan Koto Ban: - i 50063 Kasi
Kuhoog. Beibah 024 |BXowBar " | Mesleg | Masgarakat | 90 heri 150000000 ADN ¥
Lanjutan jalan ladang parjang-jambelc Bsilesiah - o
subarang, 2000 | kbduokt [3000 | M| Mesmrakat | 90 hen 125000000 ADN v
o Kesejahterann
Pengocoran lan menju Wushala nzral ) ) _ . | N Kasi
Hag kb 2023 Btsilasiah | 130 M Masy- Nag 90 han 90,000,000 ADN v
Pembangunan Rehabilitas] Pengerasam  Tersedianya jalan usaha cani yang
3 juban tani meruadai [meter] mencapai SOGs
19,8.10,12,15,17,18
Lanjutan pelebaran | pengerasan jalan 5 Kasi
I l. 1 2024 Busilasiah | 2000 M Masyarakat 90 hari 350.000.000 DN v |
ubu saruansi - madang
Lanyjutan Perabukaan pengerasan jalan Jorong | - ) ) ; Kosi
o il g L | 202 | 1 M| Masyarukat | 00 has 90000000 DN ¥
Penbukanf Pengerasim. jalan Pertaian 2094 | BKTBaru | 400 M Masy-Nag | 00 hars 150000000 DN J Kt
kayurantiangan - batabush ~
Peanbuliaan Pengerasan JUT Koto Baru- 2024 | BKTBara | 300 M Masy-Nag | 90hasi 150000000 DN | | sl
alayan-Batabush !
Peanbuliaas Peagerasan JUT Gantiang - 2004 Gobahi KM | Masyarakat | 90 hasi 150000000 DN | Kast
Batabush Atch ;
Peukaan (Pengerasen JUT Bangha.- 2024 Gobah | 4 K Masy-Nag | 90 has 400000000 DN | Kasi
kelimparialc simpeng empel ~
Tembukan {Pengerasan JUT Tampat ) A R Kasi
Ladang Tonsga Kok 2034 | Gobsh | 1000 M Masy-Nag | 80hasi 200000000 DN | i
;ﬂ“m {Pengerasan JUT Simpang tgo- 2024 | Busilasih | 800 u Masy-Nag | 90hasi 150000000 DN | | Ml
asioh 5 ! Kasi
Drainase/Riol Jalan Monggeng Cumantiang 2004 | Bes 1500 | M Masy Nag | 00hari 250000000 DN { Keneabaeraen
% Pemelilixrasn Jembatan Milk Nagart
Pemellizsaan Jembason Mk Nogasi | 2024 | Negasi | 8 | Lebasi | MawNag | 90Ha 0000000 DN | o
Pembustan pagar di setiap jsmbatann | Kessjalteraan
o Pembngunan Rehablies/ Peningkatas  Tersediaca prasasasa jalan sageri yasg
B Jelas nagari ‘memadai [unit) mencapai SDGs 8,10,11,15
Pengadaan Lampu Jalan Nagari 2004 Nagari | 500 bh Masy Nag | 90 Hari 100000000 ADN 4 . Hasi
Dirainase/sioldari simpang gerbang anale 2004 | Desiasioh | 1500 | M Masy-Nog | %0has 00000000 ADN | 4 Hasl
aru - madang | Kessjaliterann
Parbuscen Drsinase Terrup Dkl 2024 | Gobah | 400 | M Masy Nag | 00hari 200000000 ADN | 4 Kl
Gebaly | Kessjalterann
Femmbangunan Rehabilitas] peninghatanf
Pongeraoan Jembatan Mill Yogari |
Pelcbaran Jembatan fural kandang 2024 | Dtsllasiah | 4x5 | M Masy-Nag | 90hari 00000000 ADN | 4 Jost
Kessjahteraan
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 530.000.000
Dulungan Program RILH Kualitas don Kuantias
1 Perumshan Masyarakat [unit] mencapai
SIKrs 1,2,3,1,68,10,11,16
i‘”‘x"'khi:“g"“” dan Rehap RTLH bogi KX 2021 Negari | 5 wnit | Masyarakat | 90 hari 50000000 DN i Kasi
 Pen 7 Rehabilitesi/ Peningkatan
Sumber air Bersih Nagari
Pembangunan Sumber fir Sersh Nogeri 200 Negari | 5 | lLokasi | Masyarnknt | 00 hari 100000000 DN J foi
1 | Relubilcas, Peningh Terpeli I ir Horsih
3 Sumbungan nir bersih kerumah Langgn  untuk Masyarakat junit] mencupui SDGs
12810121517
Air bersib Tanjung Medan S0 leulllhuuh o " [ 50000000 | DN J Kasi
s
Airbersihs Kubang Duo 2024 |jmg kbg dua| 500 M Masyarakal | 60 hari 100000000 DN y Kt
Penbangunan Relubilitas] Peningkaten  Terdis dan Terpeliharanya Perbusngan
3 fasilitas pengelolaan saapah nagari/ Sempah Masyarakat (Uniy mencagai SDGs
bemukiman 1011121
Py laan Fengellaes el - JR——
nagari (Bank samupaly TPST/ daus ulang 2024 | Gobah | ! | Kegon | Masyarakat | 00has 50000000 DN 4 .
sampal{IR] -
Tengadaan Sarana dan Prasarana AR TU DAY
Pengelolasn sampah nagasi antainer, 2034 | Gebah | 1 | Paket | Masyaralat | S0has 000000 DN v g
becak sampah, tong sampah, dsbj -
Tengadaan Mesiz Pengolahan Sampah | R FAURTUDAY
B P s | 2024 | Gobah | 2 | peket | Masvarakat | 00has 80000000 DN ! .
pelziban pengelolazn dan pengolaban 2024 Gobah | 1 | Kegistan | Masyarakat | 90har 20000000 DN 4 Kast
sampaly r
Bidang Pariwisata 80,000,000
Pengembangan Pariwisaca Tinghat Nagari _ Tersedinnya Destinasi wisata di nagari . . N Fasi
1 emapet D8 1489.10.15. 718 2024 | Gobah | ! | peket | Masvarakat | 30has 80000000 DN {
Sub bids hab komunikasi das
Seb bt , pestmimagun, Inmuniinsl dan 50,000,000
informatika
pembuatan glank infarmas puplk Nagari Pongembagan Informas mesyarakat .
1 berbasis elektromk (Unit] mencapms SDGs 2004 Negari | 5 bush | Masy-Nag | 1hari 50000000 DN J .
¥ ¥ Peanerintaban
4,16,17,18
JUMLAH BIDANG 1T 5.740.000.000
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I |Bidang Pembinaan Hagari
Sub Hidang Ketontraman, Ketortiban Usmum,
dan Pertindungan Masyaralat 70.000.000
 Pongadnan] peryelonggarann Pos
_keamanan Nagari
engardan sasuia da prasarana pos tonda | st
2021 Nagari | 16 | bush | Mag-Nag | 1hari 20000000 ADN 4
siskamling;
Penguatan du Kapasis Tatl Pelatihan T
+anaga Keamanan, Ketertiban alel PAI dasar linmas jarang| mencapai
Peniughatan Kapasitas Parlk paga Nagari 2024 Nagari 1 | Kegintan | parkpegn | 2Han 10000000 ADN il o Mt
Pelaril | Tanggap Bencana f k nagarl dan
3 Skaln Lokel Nagaci penansglansan benenna [Pakot) mencapai
SIxis 11 15,16
Pelatihan Kelompok: Sizga Bencana 2021 Negari | 35 Org A’“\f:;:sa 2 Hari 10000000 ADN A o Hasl
Peuyedisan burang youig Geerikon: kepada T e | MesSE | oo 10000000 ADN f st
kelompok Nogari
Pengaduan or Kesiapsimgaan Nogari Tersedinniya Pos esinpsingaan Bencona
Skala Lokal Nagari janitl mencapai SDGs
11,1%,13.16
Fendatann dastah rawan bencana 202 Nagasi Kopintan | Masyarkat | 120 llari 0000000 DN A Rest
Pelahan, Penyulubinng Sosinlisasi kepada
5 Masyacakat di fidang Huloam dan
Perlindungs ul
Pelatihan Penyuluhan Sosialisai kepada o
Miparakat tentang Bukum dan 2024 Magari | 1| Kegaian | Magarkal | 2 Hor 0000000 DN i ’
Pemenntaban
Perlindungan Masyacakat
sub Hidang Kebudapasn dan Keagaman 1,080,000.000
- N Terlasibtastva Group Kesenan don
 Pemhinaan Group Kescnian dan ; -
Kebudayasn Tingkt Nagori Kebudayaan [ Nagari {Paket] mencapai
DG 45111718
Parchinaan Grap Kesenisn dan Kebrdayann . . Kanr Tl dan
: ; 4 o 5 Masys o "
Tinghen Nogs 02 Magasi Kegiatan | Masyarakat | 12 Bulan D000 DN .
Penyelenggaran Festival Kesenian, Tersclenggaranya Festival Keacnian,
2 Adat/Kebudayasn dan K AdatKebudsgasn, dem & o (Palcet
mencapai SDGs 1,5,11,17,18
Bantuan insen il bmam dan Garim magid Masjil/ )
e Mushalla 2024 Nagan 80 Org. Mushaila 12 Bulan 90,000,000 ADN Kas: Pelayanan
Peringntan Hari Besar lalam (Maulid Nak, 24 Nagari 3 | Kegiatan | Masyarakar | 12 Bulan 15000000 ADN 4 Kasi Pelayanan
Tsretwivy, | Mulireon)
Safari Ramadhan Nagari 024 Nagari Kogiman | Masyarakat | 1 Bulan 25000000 ADN \‘ Kasi Pelayanan
T;:’;{ f‘f_‘;‘f“‘” festival Kebudayaen dan 2024 Nagari | 3 | Kegintan | Msyarakat | 1 Bulan 15000000 ADN v Kasi Pelayenan
¥ fevtival Keagamaan Nogari 2024 Nagari | 1 | Kegian | Masyarakal | 1Bulan 10000000 ADN N Kasi Pelayanan
Fombinnan Didkkan Subul 2021 Magari | 12 | kali | AnskMDA | 12 Bulan 15000000 ADN v Kasi Pelnyanon
Pembinaan Remaja Mesjid 2024 Nogosi | 50 | O cemaja 2hari 10.000.000_ADK \ Kasi Pelayanan
Peabengunan Serma dun Prosarenn | Terscdinnya Saraia dan Praserasia
, Keagamaan Kebudayaan  Rumah Adst/Keagamann
Mk Nageri mencape SDCs 4,5,
Penbsaginaa WO Mushale du- Hus 2024 Gabah 1 Usit | Masyarakat | 60 hasi 150000000 ADN v fast
Batabush Azch Kescjahterann
Pembangunan MCK Mesjid Ulya Gugualc 2024 Gobali 1 Unit | Masyarskal | 60hasi 150,000,000 ADN KEW’;“‘LW
Pembanginan MCK Mesjid Muashsinin tarok Jops | dheduoke | ait Masyarakat | 60 hasi 150000000 | ADN N Kasi
ying Kessjahterann
CK Musshala Alfalah Kota Tangah o | P ;Z:T et | Masyarakat | 60 has 10000000 | ADN J Ko
MCK Mesjid Syulcra Lukok 2004 | BrSilssish Usit | Masparakat | 60 hari 150000000 ADN N Kaai
MCK Mushaln Tothaj Simpang g 2024 | BuSilasiah Unit | Masyarakat | 60 hari 150000000 ADN i Rest
- Kesejahteraan
Sub Bidaug Kepemrdaan dan Olahraga 265.000.000
Penyenggaraan pelatihan tingkat nagari Terselenggnranya Pelatihan Kepemudsan
Tinghat Nagari (Paket] mencupu SDGs
451718
Teldhan Kewicoueahoian dim keteramgila
( Pelatihan Service sepeds motor nomk 2021 Negari | 50 | O | Masvarakat | 3hari 15000000 ADN y Kasi Pelavanan
pemnda)
Felatihan pecyelenggaran jenazah 2021 Negari | 50 | Og | Masyarakat | Zhan 15000000 ADN T Kasi Pelayanon
Pembangunan, rehabikias] peningleman  Tersedianya Sarana dan Sarena Olshrags
3 sarana das prasarana kepemudann dan das Kepemudaza (Jorong) mescapai SDGs
alahraga milik nagari 459,17,18
Pembangunan swana g prasarana K
Repenmdasan { Lanjucan pembanganss 2004 KbkePanjang 1 Usit | Masarakar | 90 Bulan 200000000 ADN + as
* Kesejahtercan
surana dan prasaris lapangan olsh cage)
Pombinnan Karang Taruna | Kiug. Tereclenpgaranya Pembinann Kepemudann
4 Kepemudzan, Klub Olh raga Nagari ey Klub Olsbraga [orong| mencapas
3DGs 1
Peanbirasn Kb Olsh raga Nagari 2024 Negari | 50 org | KlubNagas | bulan 0000000 ADN fas
Pemerintaban
Pemhinnan Karang T . K
Fmhinagn Rareng fanina 2024 Nagari | 2 | Kegistan |karangtarma| 2 Kal 15000000 ADN 3 ost
Suuh Hidang K Masyarakat 144.000.000
| Peubisnan Lewbaga Alat Terungutbya Lenbaga Adt yamg dinne
Palct] mencapai SDGs
Pembinaan Lembags Adat 2024 Nogasi | 7 | Kegatan | ngeots | 12Bulan 20000000 ADK i Kasi Pelavanan
Fembinnan Ada: Salingka Nagari
Pembinaan adat kepada remaja terksic ABS 024 Nagari Kegian | gt | 2hari 8000000 ADN " Kasi Pelayanan
- SEK)
Pembiayaan yang berkensan dengan fangsi Ny -
o yaan yang gan ng 2024 Nagasi Kegiatan Anggota 2 hari 10000000 ADN Kasi Pelayanan
erhinaan ABS SIK 2021 Nogari | 50 org aoggntn | hari 8000000 ADN v Kasi Pelayanan
Pembinasn Bundo Kanduany 2024 Nagar 1 paket Anggota 2 hari 10.000.000  ADN A4 Kas Pelavanan
2 Pombinasn LAWY
Pembinasn LM 2024 Nagari | 15 anggnia | hari B000.000_ ADN 3 Kasi Pelayanan
Pebiayaan Kegiatan yang berkenaan ) N
dongn Pungai VN 202 Nagasi angnta | 12 Bulan 10,000,000 ADN N Kasi Pelayanan
Peubizunn PRE Teromjudiya PRX yang diais [Pelel] - Snggats _ N A
3 v SDGn 345 017 18 2021 Nagari kearan | (S| 12 Dulen 15000000 ADN y Kasi Pelayanan
cxtnghntun Kepates PR Nagact Jnggots
B oo Kapiten P Noges 2024 Negari | 36 o Tmb@:@ 2 hari 8000000 ADN v Kasi Pelayanan
h o v e - -
Penrmghatan Kapsitas Dasawismia Nagari 2024 Negari | 100 O LY :;:; 2 b 25000000 ADN 4 Kasi Peluyeaan
Pelatihan Pembinaan Lembaga Tersedianya dubungan Operasional |
4 Kemasyarakatan Kelembagann vans Memadai [Bulas)
mencapai S0 4,5,16,17,18
Penghntan Knpasitns Pengurus dm: Temboge
anggota lembaga {pembinans, program 2024 Nagasi | 19| Lembaga |Kemasyarakar| 2 hari 10000000 ADN 4 Kasi Pelayanan
kerjs, RAB) P
Ferrhinnan WUT nagari - Anggota . R o
2004 Nagari fegan | APE | 2 10000000 ADN g Kasi Pelayanan
Pebiznzs Gapokdan 2004 Hagari Kegion | Ausseta 2 hari 10000000 ADN 4 Kasi Pelayanan
Lembega
Pembiznzn FEOT 2021 Nagari Kegiotan | ATER | g 10000000 ADN i Kasi Pelayanan
Lmbagn
Permbizian Megls Tala 2021 Nagari Kegintan, {F%mh:; 2hari 10000000 ADN v Kasi Pelayanen
JUMLAH BIDANG I 1,659,000.000
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Bidang Hagari |
Bidang Keloutan dan Perilanan
Pelatihan] Bimtek/ Pengenalan Teknalog
B eeelan ok 15.000.000/
Pelntihinn/ Bumtek] Pengraslan TTG unnik
1|Perikanan Darat dan pengembangan
Pelntihinn/ Bimtek/ Pengenalan TTG unnik -
Perikanan Darat dan pengembangan 2024 masy. Nag | 40 e Masyarakat | 2 hari 15000000 ADN . h:;mn
Sub Bidang Per: il 2.405.000.000
[Peningentan Prodiuk Tanaman Pangsr
Pelntihinn Kelompok Tam (Femberdayaan -
|petani/kelompale tani/ kot melalui leegintan 2024 ‘masy- Nng [ 40 e Masyarakat | 2 hari 15000000  ADN Huq-h“
Pungen Lestari (P2L)) oo
Peningkatan Produk Tanaman Pangan 2024 2 | kegintan | Masyacakat | 365 hasi 200000000 DN Kot
5 [P B Tekanolog, Tepat G
Unitule Per de ernakan
Pelutilinn dun Penigndnan, Pupuk Kompos 2021 | ey e | 0 " PRI p— [P p— Kot
Trigasi Terser i teraier] sederhann
2 o tadi banrdar yang memsd (meter)
|8[K181,2,3,4,5,8,10,12,15,17
Rehal Irigasi Banda Sawah Laweh Kets Bt Koto . Kasi
et 2024 5 900 | Beter | Masyweakat | 90 bari 100000000 DN -
Rehab Irigasi Banda Saliuk-Lursh Pus 2024 Gobsh | 800 | Meter | Masyarakat | 90 hari 100600.000] DN Kasi
g:mlm‘i Fiacuran Saribulan- Lubuak 2024 Gobah 800 Meter Masynrakat 90 hari 100,000 000| DN Knal
N Bt Koto. Knsi
Rehal Irigas: Tak Banda Jilatang. 2024 Baru 400 M | Masy Nag Masyarakat 90 hari 100.000.000( DN
Rehab Banda Sawah Panta - Kubang 2024 Gobsh | 800 | Meter | Masyarakat | 90 hari 10000000 DN Fei
Rehab IrignsiBuda Sarang Alang 2024 kot 1500 M| MasyNow | Massncakat | 90 hari 100000000 DN Host
Rebab Lrigasi Koto Pacjang 04[O0 K| 300 | Mewer | Mosyorakar | 90 hori 150000000 DN Hoel
Rehab Irigasi Banda Bancely 2024 PR | 00 | Meter | Mesymrakat | 00 hari 150000000 DN sl
Fehap banda sewah karbongan lapelo banto| 2024 | BiSilasiah | 800 | Meter | Masyncakat | 90 hari 150000.000 DN Fnsl
Felap Ingass Handn Sinunciong 2024 ﬁ"p?n“;::‘“ 200 | Beter | Masywrakat | 90 hari 100000000 DN Kot
Rehab Banda kasiak-Atel Gurun, 2024 Biiote 1500 M| MasyNog | Massnrakar | 90 hari 100000000 DN Hoet
ey Tage b Exns bl e 20t | P [ o0 | e | Mespmralas | 90 hor 15000000 o el
ol e Hande Bncuran Tines! - 2024 BeE | 500 M| asy Nog | Masyurakar | 90 bari 150000000 DN Kot
Rehab Irigasi Banda Salayan 2024 Fpot® | 500 M| MasyNow | Masyarakai | o0 hari 150000000 DN Hat
Kehals Banda Masiid Syuhada-Lurah- 2024 (B Koto Baru| "5 | MasyNow | Massnrakat | 90 hari 150000000 DN Hat
Rehab Irigasi Banda Saliuk-Sawah Parebah 2024 Gobsh | 800 | Meter | Masyarakat | 90 hari 100600.000{ DN Kasi
Rehab Irigani Bandn Saliuk - Katinggian 2024 Gobsh | 800 | Meter | Mosynrakat | 90 hari 100000000 DN Knal
Rehab Irignsi Banda Tangah Tarok a4 [ MOK 00 | ewor | Masyarakat | 90 hori 150000000 DN Kot
[Rabag iigasi banda tumboan sexeh pedang 2024 |BeSilasish | 800 | Meter | Masyssakat | 90 hori 150000000 DN Kot
S g Kapastas Aparatur Nay 255.000.000)
Peningkntan Knpasitns Bagi Weli Nagari [Terlaksananya Peintihan Peningkatan
1 [Kapasitas Bagi Walinagasi
14.10,17,18
belutihin Peningkatan Kapasitan Walingars 2024 Nogar | 1 Org | Walinagar | 12 bulan 20000000 ADN Kot
Penyedinan biayn kontribust untuk
mengikust pelatihan yang divelengacaken . Kasi
wleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintal| 2024 Nogari B org Walinngari | 12 bulan 20.000000)  ADN Pemerintahan
Provinsi
Pelalsanann swudy Tin/banding 2024 Nogasi 1 Ong Walinagari | 12 bulan 20000000 ADN o
Pentingkatan Kapasitas Bag: Peranghat |Terlaksananya Pelatihan Peningkatan
2 |Nagasi [Kapasitas Bogi Pecangkat Nogari. (Paket)
|mencapsi 4,10,17,18
Peningkntan Kapasitns Bagi Perangiat -
o 2024 Bomas | 3| egotan | TR 13 puian 50000000 ADN
biaya kontribusi unwuk
mengilouti pelatihan yang diselenggaralan i Perangkat Kasi
aleh rimiah jpaten dan. i 2024 Bamus 2 kegintan Nagai 12 bulan 500000000 ADN Pem: an
Provinsi
Penlsanaan smudy Tiru fbanding 2024 Bomus | 2| kegan | PRS0 puien 50000000 ADN ol
[Terlnksananya Pelathan Peningiatan
3 |Peningkatan Kapasitas Bng Bamus Nagari BAMUS NAGARI [Paket)
fmencapni 4,10,17,18
Pelntilin peninghatan Kepasitas Aparatis . Kot
[t 2024 Nagari a org Walinegari | 12 bulan 15.000.000( ADN -
binyn kontribus untik
mengikists pelatihan yang disclenggarsken . — . Kasi
e e vl 2024 Nogasi | 9 Org | Walinagari | 12 bulan 15.000.000  ADN e
Provinsi
Pelaksanasn study Tiru/banding 2024 Negari a Org Walinagari | 12 bulan 15.000.000  ADN Hat
; 2o Peremnpuan, Perindungan Ansk dun el $0.000.000)
Pelatihan. Perempuan Pelatihan | Penyuluhan
1 [Pemberdayman Perempusn (Paket)
|mencapai 1,34,5.10,16,17
Felatihan Penberdayaan Pocmpuan 2024 100 | org | Masymcakat | 12bulan 15.000000( ADN o
Juban Untuk Remsjs Pute | Knsi
ek 2023 100 | g | Masyscakat | 12 bulan 15,000,000 ADN -
2 [Pelnnhnnj Pen m
Pelntihen Kelompal pemerhati dan 2024 Nogasi 1 Kali Masyarakat | 7 Hasi 20000000 ADN Fesi
Sub Bidang Kaperasi, Usaha Mikro 75.000.000|
Pelatihan Manngemen Pengelolaan K Pelnriian M
|7 v [Pengelolan Kaperasi/ KUD/ UMKM (Paket)
|mencapei 8DGs 1,2,4,5,8.9,10,12,15,17
ot Manajernn Pengelolaan Koperne: | 2024 Nogari | 20 | Kelompok | AR ghar 20000000 ADN [ —
5 [Pensemliangan umsia mkes el
Binstuan Ussha UMEM dos Koperasi 2024 Nogari | 1| Kegitan | Masvacakat | 3 basi 20600 000 ADN. s Pelayoman,
Pelatihan UMEM 2024 b Batabual 6 UMKM kelompok 2 hari 20.000.000]  ADN Kasi Pelayanan
b dan
mﬁ: Kelampok Usadis Elonomi 2024 Nagari 1 | Kegiatan | Masvarakat | 2 Hari 15000000 DN Kasi Pelayanan
5186.000
T 1
e Mendesaic
Sub T3358,10,1L12,15,1
il 1,24,58,10,11,12,15,17 2024 Nagar 1 Paket 12 bulan DN Kasi Pelayanan
Sub
| [Kendaan Darurat 123 5R510,12.15,17 PoT) ogar | 1 | Paker 12 bualan 50000000 BN Wast Pelayanan
. e :|:
Kendaan Mendesalc T2358.10,1L12,15.1 2023 ogar | 1| Paket 7 bulan R oet Peley
BLT 2024 Nagan 2 Paket 12 bulan 378.000.000| DN Kasi Pelayanan
JUMLAH BIDANG V 378.000.000)
JUMLAH BIDANG [ISTIITVSY 12.075.620.000 |
MENGET: Kubu Apa,  November 3023

AHUI
'WALINAGAR] BUKIK BATABUAH

FIRDAUS

TIM PENYUSUN REP

YUSERMAN 8.H
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Lampiran 6 Laporan Realisasi APB Nagari Tahun 2024

LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUKIK BATABUAH
TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE REKENING ANGGARAN (Rp) isasi
1 2 3 4
4 PENDAPATAN
4 |2 Pendapatan Transfer
4 (2|1 Dana Desa Rp  1.008.239.000 |Rp. 1.008.239.000,-
4 (2|2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 00,- [Rp 00,-
3 2|3 Alokasi Dana Desa Rp. 1.017.214.477,-|Rp  1.013.143.429
4 3 6 Bungan Bank Rp. 4.289.862,- |Rp 5.498.767
JUMLAH PENDAPATAN Rp. 2.029.743.339,- (Rp. 2.026.791.196,-
SISTEM
KODE REKENING URAIAN SUMBER DANA PEL L ANGGARAN (Rp) REALISI
BELANJA
01 A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Rp 919.239.402] Rp 854.817.536
01 01 Peny Belanja P Tetap dan Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan Nagari
1 01 01 P 1 Penghasilan Tetap dan T Walis
-Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari ADN Siltap SWAKELOLA Rp 48.950.000| Rp 48.950.000
P 1 Penghasil . P 1
1 o1 02 F L F Tetap dan T F
Nagari
_Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari ADN Siltap SWAKELOLA Rp  322.830.000| Rp  318.818.864
1 01 03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari]
_Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Nagari ADN SWAKELOLA Rp 17.346.323 | Rp 17.346.323
1 1 04 Pe di Op ional P h Nagari ( ATK, Honor PKPKD
-Operasional Pemerintah Nagari ( ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ADN, PBH, PBK SWAKELOLA Rp 240.058.733 | Rp 219.291.199
1 105 Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari
|Penyediaan Tunjangan BAMUS Nagari ADN SWAKELOLA Rp 77.650.000 | Rp 77.650.000
1 106 Penyediaan Operasional BAMUS Nagari
Penyediaan Operasional BAMUS Nagari ADN SWAKELOLA | Rp 76.913.250 | Rp 69.270.800
Operasional Nagari yang didanai Danai Dana Desa
Dukungan Acara Seremonial Rp 1.250.000 | Rp 500.000
1 02 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari
1 02 1 penyediaan sarana ( aset kantoran/ intal Rp 23.707.191 | Rp 18.503.700
Pemt /Rehabilitasi/Pening} Gedung/ P;
Kantor Desa
Rehap Kantor Wali Nagari Rp 36.667.505 | Rp 33.874.250
1 o3 Sub Bdang Admini i Py
Sipil,Statistik dan Kearsipan
1 03 02 Peny / Pend / Pe kt profil Nagari
-Pendataan IDM SDGs DDS SWAKELOLA Rp -| Rp -
7 'o 7 Sub Bidang Tata Praja P i P
dan Pelaporan
1 "04"01 Musywarah Perencanaan Nagari ( Reguler )
-Musywarah Perencanaan Nagari ADN SWAKELOLA Rp 16.866.000| Rp 13.092.000)
1 704 "02 Musywarah Perencanaan Nagari ( Non Reguler )
-Musywarah Perencanaan Nagari Lainnya ADN SWAKELOLA Rp 10.935.000, Rp 4.768.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari
-Penyusunan RKP Nagari 2025 ADN SWAKELOLA Rp 13.146.400| Rp 12.750.400]
Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari
-Penyusunan APB Perubahan 2024 ADN SWAKELOLA Rp 2.188.000, Rp 1.792.000
-Penyusunan APB 2025 ADN SWAKELOLA Rp 2.452.000, Rp 2.452.000
-Penyusunan LPJ 2023 ADN SWAKELOLA Rp 1.792.000| Rp 1.792.000
1 4|5 Pengelolaan Administrasi/ Inf is Aset
-Inventaris Aset Nagari ADN SWAKELOLA Rp 2.432.000/ Rp -
1 4 6 Penyusunan Kebijakan Nagari ADN SWAKELOLA Rp 8.332.999| Rp 1.802.000
Penyusunan Laporan Nagari
-Penyusunan LPP Nagari 2024 ADN SWAKELOLA Rp 2.056.000, Rp 2.029.600
1|85 Sub Bidang Pertanahan
1./5 6 Belanja Op ional P PBB 2023 ADN SWAKELOLA Rp 4.846.000, Rp 4.846.000
Belanja Operasional Pemungutan PBB 2024 ADN SWAKELOLA Rp 8.820.000| Rp 5.287.600
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2 B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 774.912.057| Rp 725.035.487
22 Sub Bidang Pendidikan
2 01 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/ madrasah Non Formal
2 o1 o1 Bantuan Honor Guru PAUD/TK DDS SWAKELOLA Rp 25.000.000| Rp 25.000.000
2 01 03 ihan dan idikan bagi Mas
Pelatihan TPK DDS SWAKELOLA Rp -| ”p -
2 1 06 ’ iicasi/ Paci
Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
Pembangunan Pagar PAUD Nururrahaman DDS SWAKELOLA Rp 76.448.547| Rp 72.925.725)
Pagar TK Kita Gobah DDS SWAKELOLA Rp 19.075.714| Rp 18.424.220)
Pengadaan APE Outdoor TK Nurul Huda Ateh Bukik DDS SWAKELOLA Rp 12.543.000| Rp 12.543.000)
a2 Sub Bidang Keschatan
Penyelenggaraan Posyandu
2 2 o2 Insentif Kader Posyandu DDS SWAKELOLA Rp 38.400.000 | Rp  38.400.000
PMT Balita DDS SWAKELOLA Rp  66.180.000 | Rp  66.180.000
PMT Ibu Hamil DDS SWAKELOLA Rp 375.000 | Rp 150.000
= | B |63 dan ihan Bidang (untuk Masy, Tenaga
dan Kader Keachatan dll)
i T untuk Bayi DDS SWAKELOLA Rp 10.454.000 | Rp 9.972.000
Penyuluhan Pranikah untuk Remaja DDS SWAKELOLA Rp 8.304.000 | Rp 7.722.000
2 2 o4 Nagari Siaga
Rembuk Stunting DDS SWAKELOLA Rp 6.291.000 | Rp 6.291.000
Rapat Triwulan RDS DDS SWAKELOLA Rp 2.420.000 | Rp 923.800
Operasional Kader KPM DDS SWAKELOLA Rp 12.000.000 | Rp  11.500.000
FGD Stunting DDS SWAKELOLA Rp 6.118.800 | Rp 6.118.800
Pemetaan 1000 HPK DDS SWAKELOLA Rp 4.647.800 | Rp 4.647.800
2| s Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 3 o1 Pemeliharaan Jalan Nagari
Pemeliharaan Jalan Nagari AND SWAKELOLA Rp 10.000.000| Rp -
2312 / bilitas/ Jalan Usaha Tani
Pembangunan JUT Batabuah-Koto Tangah DDS SWAKELOLA Rp 122.245.301 | Rp 114.640.194
Pengecoran Rabat Beton Jalan Cumantiang Madang DDS SWAKELOLA Rp 188.612.501 | Rp 176.462.796
Lanjutan Rabat Beton Pili-Koto Tangah (Jembatan) DDS SWAKELOLA Rp 50.087.347 | Rp  46.544.301
2 Jalan ka-Kali iak DDS SWAKELOLA Rp 51.589.313 | Rp  47.924.100
Lanj / Jalan Ladang Panjang DDS SWAKELOLA Rp 64.119.736 | Rp  58.665.751
3 C. Bidang Pembinaan Kemasyarakat Nagari Rp 115.945.000| Rp  111.322.350
e | 1 Sub Bidang Umum, dan
Masyarakat
s ot 3 dan Peni itas tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh PM
Pelatihan Satlinmas Nagari DDS SWAKELOLA Rp 23.140.000| Rp 22.979.500
i iapsi /Tanggap B Skala Lokal
Desa
F i aga DDS SWAKELOLA Rp 24.975.000 | Rp  24.975.000
Operasional i DDS SWAKELOLA Rp 22.360.000 | Rp  21.285.150
3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagaman
3 2 o3 Festival ian, Adat/ dan
s. adhan AND SWAKELOLA Rp 10.056.000 | Rp  10.056.000
Peringatan Hari Besar Islam AND SWAKELOLA Rp 3.922.000 | Rp 3.526.000
Pembinaan Didikan Subuh AND SWAKELOLA Rp 1.584.000 | Rp 1.584.000
3|3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3|3 |os P habilitasi/Peningk Sarana dan
Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
Pembanguna Sarana dan L Ki DD SWAKELOLA Rp -| ®p -
3 |4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat
: K itas Bundo Ki ADD SWAKELOLA Rp 4.203.000 | Rp 3.178.800
3 4 o3 Pembinaan PKK
-Pembinanan PKK ADD SWAKELOLA Rp 23.705.000 | Rp  21.737.900
3 04 04 il i Lemb.
-Pembinaan Majlis Taklim AND SWAKELOLA Rp 2.000.000 | Rp 000.000
4 D.Bidang Nagari Rp 153.430.000| Rp 142.671.798
4 |2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4 02 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
K Pangan DDS SWAKELOLA Rp 100.000.000 | Rp  99.887.060
4 [ioz| os latihan Bimtek lan Teknologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan
Pelatihan Bagi Kelompolk Tani DDS SWAKELOLA Rp 14.858.000 | Rp  11.959.000
4 8 Sub Bidang Nagari
4 3 01 Peninglkatan Kapasitas Bagi Wali Nagari
-Kontribusi untuk mengikuti pelatihan kabupaten ADD SWAKELOLA Rp  10.350.000 | Rp 8.172.798
4 3 02 i itas Bagi Nagari
i untul ileut i ADD SWAKELOLA Rp 4.600.000 | Rp 787.500
a| @ Sub Bidang Anak dan
Keluarga
a4 4’01 i dan day
Pelatihan Membatik DDS SWAKELOLA Rp 9.622.000 | Rp 7.879.440
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan
Koperasi
Bantuan Peralatan bagi UMKM DDS SWAKELOLA Rp  14.000.000 | Rp  13.986.000
s .E“:::::k Dasurat dan Rp 234.045.159| Rp 232.453.950
Sub Bidang Penanggulangan bencana
i DDS SWAKELOLA Rp 97.245.159 | Rp  95.653.950
| 8 Sub Bidang Keadaan Mendesak
5 |3 To1
-BLT DDS SWAKELOLA Rp 136.800.000 | Rp 136.800.000
- JUMLA A .475.903.835 .277.784.706|
SURPLUS/(DEFISIT) 167.828.280 39.129.925
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Rp 167.828.280] Rp 167.828.280|
-SILPA Tahun Sebelumnya Rp 167.828.280| Rp 167.828.280|
PEMBIAYAAN NETTO Rp 167.828.280| Rp  167.828.280
SISA LEBIH / ) 0,00 128.698.355,37

WALINAGARI BUKIK BATABUAH

FIRDAUS
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Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian
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